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Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

ABSTRAK

Sistem ipemasyarakatan imengakui pentingnya iperan serta masyarakat
dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan inarapidanai merupakan
bagian yang itak iterpisahkan idalam proses ipenegakan hukum. Sistem
pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri dan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga baik dan
bertanggungjawab. Serta berfungsi meyiapkan warga binaan
pemasyarakatan agar dapat berintegrasi isecara isehat dengani imasyarakat,
sehingga dapat iberperan kembali isebagai ianggota masyarakat iyang ibebas
dan ibertanggungjawab. iTujuan ipendirian Lapas Terbuka yaitu menjadi
tempat pelaksanaan asimilasi bagi narapidana agar dapat berintegrasi dan
berbaur dengan masyarakat sebelum masa pidananya selesai. Upaya
imengintegrasikan inarapidanai dengan imasyarakat pada Lapas Terbuka
terlihat dengan berdekatannya ilingkungan pembinaan idengan lingkungani

masyarakat itanpa iadanya itembok iatau ijeruji ipembatas isebagaimana
iLembaga iPemasyarakatan iataupun Rumah iTahanan. Di iLapas Terbuka
itersebut iwarga binaan pemasyarakatan iberinteraksi dan berkomunikasi
isecara ilangsung dengan imasyarakat. Hal ini imenunjukkan iterjadinya
isuatu iperubahan idinamis dalami bidang ihukum ipidana imenyangkut
iseseorang iyang imelakukan ikejahatan menuju ibentuk modren dalam
isistem hukum pidana iIndonesia. Secara keseluruhan iLembaga
iPemasyarakatan Klas III iTerbukai Rumbaii sudah iberjalan, namun dalam
pelaksanaan pembinaan iketerampilan iwarga ibinaan pemasyarakatan
ibelum iberjalan iefektif isepenuhnya. Hal tersebut idapat idilihat dari imasih
ibelum iterpenuhinya ifasilitas yang imemadai untuk imelaksanakan program
pembinaan keterampilan kepada warga binaan ipemasyarakatan. Penelitian
iini imembahas imengenai ibagaimana ipelaksanaan pembinaan di Lapas
iTerbuka iKelas III Rumbai. Pada Penelitian ini imenggunakani metode
ikualitatif dengan imenggunakan ipendekatan ideskriptif. iHasil penelitian
bahwa pelaksanaan ipembinaan inarapidana iyang idilakukan oleh Lapas
iTerbuka Kelas III Pekanbaru sudah sesuai idengan iperaturan yang berlaku,
tetapi imasih ada kekurangan di dalam proses ipembimbingan yaitu pegawai
yang masih sedikit , serta anggaran dan fasilitas yang masih belum
memadai.
Kata Kunci : Pembinaan, warga binaan pemasyarakatan, dan Lapas

Terbuka
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The Implementation Guidance of Prisoners In
correctional Open institutions Class III

Rumbai Pekanbaru

ABSTRACT

Correctional system confess importance community participation in the
process of fostering inmates. Guidance of inmates is an inseparable part in
the process of law enforcement correctional system is implemented in order
to form correctional fostered citizens in order to become fully human, aware
of mistakes, improve themselves and repeat the crime so that it can be
accepted again by the community, can an active role in development and
can live properly as a good and responsible citizen, Also, it functions to
prepare prisoners to be able to integrate in a healthy manner with the
community so that they can play their role again as free and responsible
members of society. Purpose of establishment correctional Open institutions
is to become an Assimilation Institution for Prisoners to be able to integrate
and minglem assimilate with the community before the criminal period is
over. Efforts to integrate inmates with the community at correctional Open
institutions seen by the close coaching environment with the community
environment without walls or barriers like the Correctional Institution or
Detention Center. In correctional Open institutions is the prisoners interact
and communicate directly with the community. His shows the occurrence of
a dynamic change in the field of criminal law concerning a person who
commits a crime towards a form of modren in the Indonesian criminal law
system. Overall the correctional Open institutions already running, but in the
implementation of fostering skills prisoners have not been running fully
effective. This can be seen from the fact that adequate facilities have not
been met to implement the skills training program for prisoners. This
research uses a qualitative method using a descriptive approach. Research
result is implementation of fostering inmates carried out by the correctional
Open institutions in accordance with applicable regulations, but there are
still shortcomings in the mentoring process, which are the few employees
and inadequate budget and facilities.
Keywords: Guidance, Prisoner, and The Correctional Open institutions



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan manusia di bidang pengetahuan dan teknologi semakin

berkembang pesat dan semakin memudahkan manusia, namun hal ini tidak terjadi

pada perilaku manusia. Semakin majunya peradaban ternyata tidak membuat

manusia menjadi lebih beradab, bahkan cenderung mengarahkan manusia untuk

berperilaku rendah. Manusia tidak akan cepat puasa dengan apa yang telah

diperolehnya, walaupun sebelumnya telah memperoleh kekuasaan serta kekayaan

yang cukup tetapi tetap melakukan kejahatan.

Munculnya teknologi yang canggih sangat memudahkan terciptanya jenis

kejahatan baru sehingga kejahatan yang kita kenal tidak hanya berupa kejahatan

yang konvesional saja. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa

mempedulikan strata sosial di dalam lingkungan masyarakat. Setiap kejahatan

pasti menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat materil maupun yang bersifat

immateril yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu persoalan   yang   akan  selalu   ada dalam

masyarakat.  Segala  upaya  dalam menghadapi kejahatan tidak akan   mampu

memusnahkannya, keiahatan  hanya  dapat  dikurangi  dan  dicegah

meningkatnya  jumlah  kejahatan  dan  memperbaiki penjahat tersebut agar dapat

kembali sebagai warga imasyarakat iyangibaik. (Atmasasmita, dalam

Rinaldi:1995)
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Sejalan perkembangan zaman, dibentuklah norma hukum. Salah satu

bentuk norma hukum tersebut adalah hukum pidana yang memiliki sifat yang

khas yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut memberikan penderitaan atau

nestapa lahiriah kepada orang yang dijatuhi sanksi

Pemidanaan cadalah salah csatu upaya yang dilakukan untukc mengurangi

jumlah ckejahatan yang ada. Idealnya fungsionalisme chukum pidana charuslah

ditempatkan csebagai upaya cterakhir (ultimum cremedium). Di Indonesia

sebutan rumah penjaran telah diubahc menjadi Lembaga Pemasyarakatanc pada

tanggal 27 April 1964 cyang memutuskanc bahwa cpelaksanaan pidanac penjara

di Indonesia dilakukan dengan csistem pemaysrakatan, suatu cpernyataan di

samping sebagai csuatu arah tujuan, csistem ini dapat juga menjadi ccara untuk

membimbing dan cmembina. Peraturan cmengenai bagaimana sistem

penyarakatan cseperti yang cdimaksudc tersebut telah di atur dalam UU No.12

tahun 1995 ctentang cpemasyarakatan.

Pentingnyac peran serta cmasyarakat dalamc proses pembinaan

narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkanccdalamccprosesc penegakanc hukum. cSistemccpemasyarakatan

diselenggarakan cdalam crangka cmembentuk cwarga binaan pemasyarakatan

agar cmenjadi manusia seutuhnya, cmenyadari kesalahan, cmemperbaiki diri cdan

tidak cmengulangi tindak pidana sehingga cdapat diterima kembali coleh

lingkungan cmasyarakat, dapat cberperan aktif cdalam pembangunan dan dapat

hidup csecara cwajar csebagai cwarga cNegara cyang baik dan bertanggungjawab.
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Sistem pemasyarakatan berfungsicmenyiapkancwarga binaan

pemasyarakatan cagar dapat berintegrasi csecara sehat dengan masyarakat,

sehingga cdapat cberperanckembali csebagai canggota masyarakat cyang bebas

dan bcertanggungjawab. (UU No.12 tahun 1995)

Halcini sesuaicdengan pasal 9cUU No.12ctahunc1995 tentang

pemasyarakatancyangcmenyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat

mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan

kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan

penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Proses pembinaan di dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk

menyiapkan wargacNegara yangcbaik dan berguna sertcmemulihkan kesatuan

hubungancantaracmereka dancmasyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat

dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerjasama maupun sikap bersedia

menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani

pidananya.

Sahardjo (Lidya,2012:202) menyatakan bahwaclembagacpemasyarakatan

bukanchanya tempatcmemidanacorangcmelainkan jugacsebagai tempatcmembina

dan mendidikcorang terpidanacagar setelah menjalanicpembinaan mereka

mempunyaickemampuan untukcmenyesuaikan diricdengan kehidupan di luar

lembagacpemasyarakatancsebagaicwargacNegarcyang baikcdan taacpada hukum

yangcberlaku.
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Peran serta masyarakat dalam pelaksanaanckegiatanckerja sangat

dibutuhkancguna menunjangckeberhasilan daricprogram pembinaancyang telah

ditentukan. Programcpembinaan yang dilakukancdiharapkan dapatcmenunjang

narapidanacdapat berintegrasicdengan masyarakat. Seluruhcprosescpembinaan

narapidanacmerupakan satuckesatuan yang integral gunacmengembalikan

narapidanacke masyarakatcdengan bekalckemampuan (mental, fisik, keahlian,

keterampilan, csedapatcmungkincfinansial dan materi) yang dibutukan untuk

menjadicwarga cNegara cyang cbaik cdan cberguna.

Di dalam sistemcpemasyarakatan, pemidanaan sebagaicrehabilitas dan

integrasicsocial yangcmemunculkan orientasicsistem pembinaan yang berbasis

(community-based corrections) yang merupakan suatu metode baru yang

digunakan cuntuk cmengintegrasi cnarapidana ckembali ke ckehidupan

masyarakat cdan aktifitas yang mengarah pada usaha penyatuan komunitas

dengan cnarapinanacdi dalam cmasyarakat.

Di dalam cLembaga Pemasyarakatan narapidanac dibina dan diarahkan

agar ketika cselesai menjalani masa ctahanannya dan cergabung kembali ke dalam

anggota masyarakat, ia cdapat menjadi anggota masyarakatckembali dengan cbaik

dan tidak mengulangi dan tidak mengulangi kesalahannya. Karenac fungsi dari

Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri adalah menyiapkan warga binaan

pemasyarakatan cagar dapat berintegrasi csecara sehat dengan masyarakat,

sehingga dapat cberperan kembalicsebagaicanggotacmasyarakat yang cbebas dan

bertanggungjawabc. (Mardjono,2007:85)
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Sistem cpemasyarakatan sebagai cpelaksanaan pidana cpenjara, berpegang

pada asumsi bahwa arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan ckembali

narapidana csehinggacmenjadi cwarga yang cbaik dan berguna atau Healthy

reentry into the community, pada hakikatnya adalah cresosialisasi. (Romli

atmasasmita,1982). Oleh ckarena itu ckeberhasilan pembinaan cpelaku tindak

pidana cdimulai sejak ia masukcpintu gerbang clembaga pemasyarakatan, ctetapi

bahkan cpengalaman sejakc diperiksa oleh polisi cakan mempengaruhi

cresosialisasi. (Muladi,1995)

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat cPemasyarakatan No.Kp

10.13.3.1 ctanggal 18 Februari 1965 telah ditetapkan bahwacpemasyarakatan

sebagai cproses dalam cpembinaan narapidana dan cdilaksanakan melalui 4 cara

yaitu tahap ikeamanan maksimal sampai batas 1/3 masa pidana yang sebenarnya,

tahap keamanan menengah sampai batas 1/2 masa pidana yang sebenarnya, tahap

keamanan cminimal csampai batas 2/3 masa cpidana yang sebenarnya, dan tahap

integrasi dan selesainya 2/3 masa tahanan smpai habis masa pidana. Pada tahap

ketiga yaitu tahap ikeamanan minimal sampai batas 2/3 masa pidana yang

sebenarnyai, didalam tahap cini cdiharapkan narapidanai sudah menunjukan

kemajuan cpositif ibaik mental dan spiritualcserta keterampilani lainnyacdancyang

palingcpenting sudah siap iuntuk berasimilasicdengancmasyarakat. Untuk

mewujudkan harapan pada tahap tersebut, maka narapidana dapat di tempatkan di

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang memiliki program pembinaan

keterampilan.
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BerdasarkancSurat KeputusancMenteri Hukumcdan Ham RI No.

M.03.PR.0703cTahun 2003, menyatakan bahwa lapas terbuka berfungasi sebagai

tempat pelaksanaancasimilasi untukcmengintegrasikan narapidanacdalam

lingkungancmasyarakat. Tujuan pelaksanaan asimilasi adalah untuk

mempersiapkan cnarapidana ckembali berintegrasi dengan masyarakat. Peraturan

tentang tata cara pelaksanaan asimilasi terdapat pada peraturan pemerintah nomor

32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

pemasyarakatan.

Didalam UU No.12 tahun 1995 pada pasal 6 yang menyatakancbahwa

pembinaan ekstramural yangcdilakukan di Lapas disebutcasimilasi yaitu proses

pembinaancwarga binaan pemasyarakatancyang telahcmemenuhi syarat tertentu

dengancmembaurkancmereka ke dalamckehidupan masyarakat. Asimilasi adalah

proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan

dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan

masyarakat (peraturan pemerintah No.32 tahun 1999). Lembaga ipemasyarakatan

terbuka secarackhusus melakukan pembinaanclanjutan terhadapcnarapidana pada

tahapcasimilasi yaitucdengancmasa pidanacantarai ½ sampai denganc2/3 dari

masacpidana yang iharuscdijalanicolehcnarapidana yangcbersangkutan. Asimilasi

adalahcproses pembinaan Narapidana yang dilaksanakancdengan membaurkan

Narapidana di dalamc kehidupanc masyarakat. BentukcAsimilasi yaitu

pendidikan, latihan keterampilam, kegiatan kerja social dan pembinaan lainnya

dilingkungan masyarakat.
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LembagacPemasyarakatan Kelas IIIcTerbukacRumbai idi Pekanbaru yang

mulai iberoperasional padacbulancMaretc2015 dan di resmikan oleh Plt Gubernur

Riau pada April 2016. Dengan fungsinya sebagainya Lapas Terbuka di Pekanbaru

diharapkan dapat menampung Warga Binaan Pemasyarakatan dalam jumlah yang

lebih besar, baik yang mendapatkan program asimilasi maupun program untuk

mengatasi over capacity khususnya bagi UPT Pemasyarakatan di provinsi Riau.

Harus diakui kebanyakan lembaga permasyarakatan di berbagai daerah di

Indonesia mengalami over crowded. Kondisi ini dapat memperparah keadaanya

“transfer ilmu” kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya

penghuni Lembaga Pemasyarakatan. (Adang,  dalam Rinaldi, 2010:8)

Pada lapas terbuka, keamanancditekan hinggacbatas minimal dengan

penjagaancyangctidakcterlalucketat seperti di lapas padacumumnya. Penerapan

peraturan tersebut disebabkan karenaclapas terbukacdiperuntukan bagcnarapidana

yang telah menjalanicsetengah dari masa pidananya serta berkelakuan baik

dengancpengawasan dan prosescseleksi yangcketat dari lapascsebelumnya. Hal

ini dimaksudkan dengan tujuan narapidana dapat berintegrasi dan berbaur

berasimilasicdengancmasyarakatcsebelumcmasacpidananyacselesai.

Upayacmengintegrasikan narapidana dengancmasyarakat pada lapas

terbuka cterlihat dengan berdekatannya lingkungancpembinaan dengan

lingkungancmasyarakat tanpa adanyactembok atu jerujicpembatas sebagaimana

LembagacPemasyarakatan ataupuncrumahctahanan. Di lapascterbuka, narapidana

bebas berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini menunjukan

terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana terhadap
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seseorang yang melakukan k ejahatan menuju bentuk modern dalam sistem

hukum pidana Indonesia. Data hunian Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kelas

III Pekanbaru, sebagaimana ada di dalam tabel di bawah ini:

Tabel I.1 Tingkat Hunian Lapas Terbuka Kelas III Rumbai pada

tahun 2017-2019

Tahun Kapasitas Isi % Hunian

2017 150 10 6,6 %

2018 150 8 5,3 %

2019 150 30 20 %

Secara keseluruhan Lembaga iPemasyarakatan kelas III terbuka rumbai

sudah berjalan, namun dalam ipelaksanaan pembinaan keterampilan warga

binaan pemasyarakatan belum berjalani efektif sepenuhnya. Hal tersebut dapat

terlihat dari masih belum terpenuhinya fasilitas yang memadai untuk

melaksanakan program pembinaan keterampilan kepada warga binaan

pemasyarakatan. Pemberian iasimilasi dengan cara melakukan iketerampilan dapat

menimbulkan adanya hak yang harus diterima oleh narapidana iyaitu hak

menerima upah seperti yang tertuang dalam pasal 29cperaturancpemerintah

nomor 32 tahun 1999 yaitucbahwa setiap narapidana yang bekerja berhak

mendapatkancupah atau premi. Namuncpada kenyataanyachakctersebut belum

diberikancdengancbaik.

Dengan demikian, peneliti mencoba menelaah pembahasan mengenai

fenomena di atas dalam kajian keilmuan kriminologi dengan judul penelitian:

Sumber: http://smsiap.ditjenpas.go.id.2019
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Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga pemasyarakatan Kelas III

Terbuka Rumbai Pekanbaru

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan

penelitian ini adalah “ Bagaimanacpelaksanaan pembinaan narapidana di

LembagacPemasyarakatancKelas IIIcTerbukacRumbaicPekanbaru ? “

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di

iLembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka iRumbai Pekanbaru . Adapun  tujuan

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memberikan

gambaran tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga

iPemasyarakatan Kelas III iTerbuka Rumbai Pekanbaru Pekanbaru

2. Untuk imengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan

pembinaan narapidana di Lembaga iPemasyarakatan Kelas III iTerbuka

Rumbai Pekanbaru Pekanbaru

b. Kegunaan Penelitian

Adapun  kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti  adalah

sebagai berikut :

a. Teoritis
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Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan mennggambarkan ilmu

pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

b. Akademis

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya literature dan mengembangkan

pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap

seluruh akademisi. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka

selanjutnya secara keilmuan kriminologi.

c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mencari solusi-solusi terhadap

kendala yang dihadapi mengenai kriminologi mengenaicpelaksanaan pembinaan

narapidanacdi Lembaga PemasyarakatancKelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

Pekanbaru yang tepat.
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BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kerangka Konsep

A. Konsep Kriminologi

Secara ietomologis Kriminologi iberasalcdari kataccrimecyang berarti

kejahatan, dan ilogos yang iberarti ipengetahuan ataucilmucpengetahuan, sehingga

kriminologicadalah iilmu /cpengetahuan itentang kejahatan. Istilahckriminologi

untukcpertama kali ipada tahun 1879cdigunakan ioleh P. Topinard,

ahlicantropologicPrancis, sementara isebelumckatackriminologi ini dickenal

orang banyak istilah yang idigunakan iadalah iantropologi criminal.

(Susanto,2010:1)

Bagi kriminologi, konsep penjahat berbeda dari konsep hukum,
sehingga dalam kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat apabila pola
tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. Tindakan
kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat tingkah
laku menetap artinya tingkah laku tersebut menjadi karakter pelakunya dan
merupakan pola (pilihan utama) tingkah laku yang dilakukan secara berulang-
ulang (Mustofa, 2005:15)

Kriminologi adalahiiilmu pengetahuan yang mempelajariwtentang

sebab - sebab ikejahatanwsebagai igejala fisik maupun psikis dan menentukan

upaya - upayawatau  reaksi - reaksiwterhadapwkejahatanwitu. Didalam

perkembangannya ikriminologi itu itampak imakin menjadi iilmu pengetahuan

yang dapat iberdiri sendiri dan imempunyai bagian-bagian ilagi yang tidak sedikit

jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu

bagiannyai itu bukan saja ipenting bagii sarjana hukum, i akan tetapi juga penting

11
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bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut

pelanggaran norma hukum belaka (Bambang Poernomo dalam Wahyuni,

2007:12).

Karena konsep kriminologi tentang kejahatan lebih luas dari konsep

hukum  pidana, dan penekanan konsep kejahatan serta perilaku menyimpang lebih

pada pola tindakan yang merugikan masyarakat, maka obyek penelitian

kriminologi tentang kejahatan dan perilaku menyimpang diperluas meliputi pola

pelanggaran hukum dan pola kenakalan, bila pelakunya masih dikategorikan

anak-anak atau remaja (Mustofa, 2005:13).

Menurut E.H. Sutherland dalam buku I.S. Susanto, Kriminologicadalah

seperangkat ipengetahuan yangcmempelajari ikejahatan sebagai ifenomena sosial,

termasuk di idalamnya proses ipembuatan Undang-Undang, ipelanggaran

UndangUndang, dan reaksicterhadap ipelanggaran terhadap iUndang-Undang.

Kriminologi idibagi menjadi i3 iyaitu:

1. Sosiologi iHukum Kejahatan iitu merupakancperbuatan yangcdilarang dan

diancam idengan suatu sanksi. cYang menentukancbahwa suatucperbuatan

itu adalahckejahatan dan kejahatan itu adalahchukum. menyelidiki sebab-

sebabcharuscpula menyelidikicfaktor-faktorcapa yang merupakancpenyebab

perkembanganchukumc (khususnyachukumcpidana).

2. EtiologicKejahatan Kejahatan merupakan cabangcdari ilmu kriminologi

yang mencaricsebab musabab dari kejahatan, dalamckriminologicetiologi

kejahatan cmerupakan ckajian cyang cutama.
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3. Penology pada dasarnyacmerupakan ilmu tentangchukuman akan tetapi

setherland memasukkan hak- hak yang berhubungancdengan usaha

pengendalianckejahatancbaikcsecaracrepresifcmaupuncpreventif.

Moedigdo Moeliono menyatakan bahwa kriminologicadalah ilmu

pengetahuanc yang ditunjang oleh berbagai ilmucyang membahas kejhatan

sebagai cmasalah cmanusia. (Kartono, 2011).

G.P Hoefnagel menyatakan tentang pengertian kriminologi adalah suatu

ilmucpengetahuan empiris yang untukcsebagian dihubungkan dengan norma

hukum yangcmempelajari kejahatan  serta prosescformal dan informal dari

kriminalitas dan deksiminalisasi, situasickejahatan-penjahat-masyarakat, sebab,

hubunganckejahatan serta reaksi dan respon resmi dan tidak resmi terhadap

kejahatan, penjahatcdan masyarakat oleh pihak diluar  penjahat. c

(Mustofa:2007:25)

B. Pengertian cWarga cBinaan cPemasyarakatan

Berdasarkan cketentuan Pasal 1 angka 5 cUndang-undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa warga binaan

pemasyarakatan cadalah cterpidana yang menjalani cpidana hilang kemerdekaan

di lembaga pemasyarakatan. Warga binaan cpemasyarakatan cadalah corang-

orang sedang menjalani csanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, cmenurut

perundang-undangan. cPengertian warga binaan pemasyarakatan cmenurut

ckamus bahasa Indonesia cadalah orangc hukuman (orang yang csedang

menjalani hukuman) ckarenac tindak cpidana.
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Dengan demikiancpengertian warga binaan pemasyarakatancadalah

seseorangcyang melakukanctindak kejahatan, hukumancpidana sertacditempatkan

dalam suatucbangunancyang disebutcpenjara. warga binaan pemasyarakatan

secara umumcadalah orang yang kurangcmendapat perhatian, baik dari

masyarakatcmaupun darickeluaganya. Sebab itu ia memerlukancperhatian yang

cukup daricpetugas lembaga pemasyarakatan/Rutan, untukcdapat memulihkan

rasacpercayacdiri.

C. Hak cWarga cBinaan cPemasyarakatan

Wargacbinaan pemasyarakat saat menjalani pidananya di lembaga

pemasyarakatan ada beberapa hal yang kurangcmendapatcperhatian yaitu

perlindunganchak-hak asasinyacsebagaicmanusia. Saat menjadi wargacbinaan

pemasyarakatan, bukancberartichaknya sebagai manusia dicabut tetapi pada

hakekatnya narapidana diasinkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai

pembebasan rasa bersalah. Oleh karena itu, penghukuman bukan bertujuan

mencabut hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa warga binaan

pemasyarakatan mempunyai hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk

dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat,

melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan,

mendapatkan pelayanan kesehatan, dan mendapat upah atas pekerjaan.

Hak warga binaan pemasyarakatancitu dilindungicdan diakuicoleh

penegak hukum, khususnya para staf di lembagacpemasyarakatan. Wargacbinaan

pemasyarakatancjuga haruscdiayomichak-haknya. Adanyacketidakadilan perilaku
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bagi wargaccbinaan pemasyarakatan, misalnya penyiksaan, tidak

mendapaticfasilitas yangicwajar dan tidak adanyaickesempatan untukicmendapat

remisi.

Untukiitu dalam Undang-UndangiNo. 12 Tahun 1995iPasal 14isecara

tegas imenyatakan iwarga ibinaan ipemasyarakatan iberhak:

a. Melakukan cibadah sesuai cdengan cagama catau ckepercayaannya

b. Mendapat cperawatan cbaik crohani cmaupuncjasmani

c. Mendapatkancpendidikancdancpengajaran

d. Mendapatkancpelayananckesehatan dancmakan cyang clayak

e. Menyampaikan ckeluhan

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti csiaran media massa lainnya

yang ctidak cdilarang

g. Mendapatkan cupah atau cpremi atas cpekerjaan cyang cdilakukan

h. Menerima ckunjungan keluarga, penasehat chukum, atau orang tertentu

lainnya

i. Mendapatkan cpenguranganc masac pidana

j. Mendapatkanckesempatan berasimilasi cternasuk cutic mengunjungi

keluarga

k. Mendapatkancpembebasancbersyarat

l. Mendapatkan ccutic menjelang cbebas.

Padacdasarnya hakcantara narapidanaiperempuan dan narapidanaipria

adalahcsama, hanyaidalam hal iniikarena narapidananyaiadalah wanitaimaka ada

beberapaihak yangimendapat perlakuanikhusus dari narapidanaipria yangiberbeda

dalamibeberapa hal, diantaranyaikarena wanitaimempunyai kodrat yang tidak

dipunyaiiolehinarapidana priaiyaitu menstruasi, hamil, imelahirkan, danimenyusui

makacdalamchal ini hak-hakinarapidana wanita perlucmendapatcperhatian yang
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khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga

pemasyarakatancdiseluruh iwilayahc Indonesia.

Khususc untuk Remisi, casimilasi, cutic menjelang cbebas dan

pembebasan cbersyarat cmerupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa

maupun anak, sebagai warga cbinaan pemasyarakatan. Pelaksanaan perolehan

Remisi, casimilasi, cuti menjelang bebas dan cpembebasan bersyarat tersebut

diatur cdalam cPeraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. cPeraturan

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang ctata cara pelaksanaanc hak cwarga

binaanc pemasyarakatan

D. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah ctempat untuk cmelakukan pembinaan

terhadapcnarapidana dan anakcdidik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum

dikenalcistilahclapas di Indonesia, tempatctersebut disebutcdengan

istilahcpenjara. Lembaga Pemasyarakatancmerupakan unit pelaksana teknis di

bawahcDirektorat JenderalcPemasyarakatan KementeriancHukum dan Hak Asasi

Manusia.

Kalau cdilihat dari namanya cLembaga Pemasyarakatan mempunyai

fungsi memasyarakatkan cpara narapidana supaya cdapat diterima di kalangan

masyarakat. Menurut Pasal 3 UUD No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan

pemasyarakatan agar dapatc berintegrasi secara sehat dengan cmasyarakat,

sehingga dapat cberperan ckembali sebagai canggota cmasyarakat cyang cbebas

dan bertanggung jawab.
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Untuk membina para narapidana agar bisa bergaulckembali

dengancmasyarakatcsecara normal, makacpetugas dari lembagacpemasyarakatan

harus berupayacmenyelenggarakanckegiatan yang bisa membuat para napi

sadarkan perbuatannyacdan mereka tidakcmengulangi perbuatannyacsehingga

apabila merekackeluar dariclembaga pemasyarakatan, merekacbisa diterimacoleh

masyarakat.

Pegawaicnegeri sipilcyang menanganicpembinaan narapidanacdan tahanan

di lembaga pemasyarakatancdisebut petugascpemasyarakatan, atau dahuluclebih

dikenal dengancistilahcsipircpenjara. (Lamintang,1994). Sahardjo, Iacmenyatakan

bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanyacmelaksanakan hukuman,

melainkancjuga tugascyang jauhclebih beratcadalah mengembalikancorang-orang

yangcdijatuhicpidanacke dalamcmasyarakat.

Resosialisasi pada dasarnyacmerupakan upaya untukcmemasyarakatkan

kembali paracnarapidana sehingacmenjadi warga Negara yangcbaik dan berguna

bagicmasyarakat, sedangkan redukasicberintikan pada tindakan – tindakan nyata

untukcmembekali narapidanacdengancpendidikan, keterampilan – keterampilan

teknis dengancharapan dapatcdigunakan sebagaicmata pencaharian kelascsetelah

merekac keluarc dari clembagac pemasyarakatan (Muladi,2008)

Hakekatcpembinaan narapidanacdibawah prinsip resosialisasi dan

redukasicadalah prosescupaya tindakancdan kegiatan yangcdilakukan oleh

petugasclembaga pemasyarakatancsecara berdayagunacdan berhasil agar

diperolehchasil yangcmaksimal. Oleh karenacsasaran pembinaan adalah “pribadi-

pribadi” narapidana, makacpembinaan dapat pula dipahamicsebagai upaya
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spesifik yangcdimaksudkan untukcmelakukan modefikasickarateristik psikologi

social daricnarapidana yangcmenjadi sasarancpembinaan, ataucdengan

pendekatan laincpembinaan merupakan bagian darickegiatan eksplisit yang

direncanakancuntuk merubah narapidanacdari kondisi yangcmempengaruhinya

melakukanctindakcpidana.

Sistemc pemasyarakatan mempunyai hakikat bahwa, csejauh mungkin

ingin menujucapa yang dinamakancTwintrack System. Kata lain Twintrack

System inicadalahcsuatu system dua jalurcdalam pelaksanaancpidana di lembaga

pemasyarakatan yangcdilakukan terhadapcnarapidana dengan cara pemberian

pidanacdanctindakancsekaligus (Muladi,2008).

a. Proses Pemasyarakatan

Secaracformal, proses pemasyarakatancsebagai metode pembinaan

narapidanacdalam sistemcpemasyarakatan, diberlakukan pada tahun 1965.

tujuancutama daripada penetapan metodectersebut adalahcsebagai petunjuk

dancsekaligus sebagaiclandasan bekerja para petugas lembaga

pemasyarakatancdidalam kegiatannyacmelaksanakan sistem pemasyarakatan

sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap (Soema dan

Atmasasmita,2009) sebagai berikut :

Tahap pertama : setiap narapidana yang masuk didalam pemasyarakatan

dilakukan penetian untuk mengetahui segala hal ikwal perihal dirinya

termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelangggaran dan segala keterangan

mengenai dirinya dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan, atau
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atasannya, teman sekerja, sikorban dari perbuatannya, serta dari petugas

instansiclain cyang ctelah cmenangani cperkaranya.

Tahap kedua : cjika proses pembinaan terhadap narapidana yang

bersangkutanctelah berlangsung selama-lamanya sepertiga (1/3) dari masa

pidana yang sebenarnyacdan menurut DewancPengamat Pemasyarakatan

sudah dicapaiccukup kemajuan, antara lain menunjukanckeinsyafan,

perbaikan, disiplin dan patuhcpada peraturanctata tertip yangcberlaku

dilembaga-lembaga, makackepada narapidanacyangc bersangkutan diberikan

kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di lembaga cpemasyarakatan

(mediun security).

Tahap ketiga : jika prosescpembinaan terhadap narapidana telah dijalani

setengah (1/2) daricmasa pidana yangcsebenarnya dan menurut Dewan

PengamatcPemasyarakatanctelah dicapaiccukup kemajuan-kemajuan, baik

secaracfisik ataupun mentalcdan juga segicketerampilannya, wadah proses

pembinaannyacdiperluas dengan diperbolehkannya mengadakancasimilasi

dengan masyarakatcluar, berolahraga bersamacdengan masyarakatcluar,

mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja diluar, akan tetapi

dalam pelaksaannya tetap masih berada dibawah pengawasan dan bimbingan

petugasclembaga.

Tahap keempat : jikacproses pembinaannya telahcdijalani duacpertiga (2/3)

dari masa pidanacyang sebenarnya ataucsekurang-kurangnyacSembilan (9)

bulan, makackepada narapidana yangcbersangkutan dapatcdiberikanclepas

bersyaratcdan pengusulan lepascbersyarat ini, ditetapkancolehcDewan

PengamatancPemasyarakatan.
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b. Tujuan

 Membentuk iwarga binaan pemasyarakatancagar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari ckesalahan, imemperbaiki diricdan tidak

mengulangi itindakcpidana sehingga dapatcditerima kembalicioleh

lingkungancmasyarakat, dapatcaktif berperan dalamcpembangunan dan

dapat hidupcsecara wajar sebagai wargacnegara yang baikcdan

bertanggung jawab.

 Memberikancjaminan iperlindungan hakcasasictahanan iyang ditahan di

RumahcTahanancNegara dan CabangcRumah TahanancNegara dalam

rangkacmemperlancar iproses penyidikan, penuntutan dancpemeriksaan

di sidangcpengadilan.

 Memberikancjaminan perlindunganchak asasictahanan / para pihak

berperkaracserta ikeselamatancdan keamanan ibenda-bendacyang disita

untukckeperluan barangcbukti pada tingkat penyidikan, penuntutan,

dancpemeriksaani di sidang ipengadilan iserta benda-benda yang

dinyatakancdirampascuntukcnegaracberdasarkancputusan cpengadilan.

c. Fungsi: Menyiapkan iwarga binaancpemasyarakatan agar dapat

berintegrasicsecara sehatcdengan masyarakat, sehinggacdapat berperan

kembalicanggotacimasyarakatc yangc bebasc danc bertanggung jawab.

d. Sasaran : Sasaran ipembinaan dan pembimbingan agar warga binaan

pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas warga binaan

pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam

kondisi kurang, yaitu ;
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 Kualitas iketakwaan kepada Tuhan iYang Maha Esa.

 Kualitas iintelektual.

 Kualitas isikap dan perilaku.

 Kualitas iprofesionalisme / ketrampilan.

 Kualitas ikesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran ipelaksanaan sistem pemasyarakatan pada idasarnya terwujudnya

tujuan pemasyarakatan iyang merupakan bagian dan upaya meningkatkan

ketahanan sosial dan iketahanan nasional, serta imerupakan indikator-

indikator yang idigunakan untuk imengukur hasil-hasil yang dicapai

dalami pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

 Isi Lembaga iPemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.

 Menurunnya secara ibertahap dari tahun ke tahun angka ipelarian dan

gangguan kamib.

 Meningkatnya secara bertahap jumlah iNarapidana yang bebas

sebelum waktunya melalui iproses asimilasi dan integrasi.

 Semakini menurunya dari tahun ketahun iangka residivis.

 Semakini banyaknya jenis-jenis iinstitusi sesuai dengan kebutuhan

berbagai jenis / golongani Narapidana.

 Secara bertahap perbandingan ibanyaknya narapidana iyang bekerja

dibidangi industri dan pemeliharaan iadalah 70:30.

 Biayacperawatan samacdengan kebutuhancminimal manusia

Indonesiacpadacumumnya.

 LembagacPemasyarakatancdalamckondisicbersihcdancterpelihara

E. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan Tugas dan Kewajiban

Petugas Pemasyarakatan

a. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan
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Sistem Pembinaan Pemasyarakatan adalah suatu tatanancmengenai arah

dancbatas sertaccara pembinaan warga binaancpemasyarakatan berdasarkan

Pancasila yangcdilaksanakan secaracterpadu antara pembina, cyangcdibina, dan

masyarakat untukcmeningkatkan kualitascwarga binaan pemasyarakatancagar

menyadarickesalahan, memperbaikicdiri, dan tidakcmengulangi tindakcpidana

sehingga dapatcditerima kembali olehclingkungan masyarakat, dapat aktif

berperancdalamcpembangunan, dan dapatchidup secaracwajar sebagai warga

yangcbaikcdancbertanggung jawab.

Sesungguhnya arti penting cpembinaan cnarapidana adalah agar

narapidana cmenyadari ckesalahan, memperbaiki cdiri, dan tidakc mengulangi

tindak cpidana yang cpernah cdiperbuat. Berdasarkan cketentuan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang cPemasyarakatan, khususnya cpasal 14 mengenai

hak-hak cnarapidana, narapidana charus diperlakukan cdengan baik dan

manusiawi cdalam satu sistemc pembinaan yang terpadu. Pembinaanc dan

pembimbingan cnarapidana meliputi cprogram pembinaan cdan bimbinganc yang

berupa kegiatan cpembinaan ckepribadianc dan ckegiatan pembinaan

kemandirian.

Terpidanacadalah seorang yangctelah melakukancsuatu perbuatan, cyang

oleh hukumcpidana perbuatanctersebut dilarangcdan terhadapnyactelah dikenakan

sanksi berupacpidana berdasarkan suatu putusan hakim yang berkekuatan tetap.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum

pidana, oleh karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan

konsepsi umum cmengenaicpemidanaan.
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Narapidana bukancsaja objekcmelainkan juga subjekcyang tidakcberbeda

dari manusia lainya yangcsewaktu-waktu dapat melakukanckesalahan atau

kekhilafancyang dapat dikenakancpidana, sehinga tidakcharus diberantas, cyang

haruscdiberantascadalahcfaktor-faktor yang dapatcdikenakancpidana. Pemidanaan

adalahcupaya untuk menyadarkancnarapidana ataucanak pidana agar menyesali

perbuataanya, dancmengembalikannyacmenjadi wargacmasyarakat yang baik,

taat kepadachukum, menjunjung tinggicnilai-nilaicmoral, social danckeagamaan,

sehinggactercapaickehidupancmasyarakatcyangcaman, tertib, cdan cdamai.

Lembaga Pemasyarakatancsebagai ujung tombak pelaksanaan asas

pengayoman cmerupakan tempat cuntuk mencapai ctujuan tersebut di atas

cmelalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. cSejalan dengan cperan lembaga

pemasyarakatan tersebut, maka ctepatlah apabila cpetugas pemasyarakatan yang

melaksanakan tugas cpembinaan dan pengaman cwarga binaan pemasyarakatan

dalamc undang-undang cini cditetapkan sebagai pejabat cfunsional penegak

hukum.

Tujuan diselengarakannya SistemcPemasyarakatan dalam rangka

membentukcwarga binaan pemasyarakatancagar menjadi manusiacseutuhnya,

menyadari kesalahancmemperbaiki diri, dan tidakcmengulangictindak pidana

sehingga dapat diterimackembali oleh lingkungancmasyarakat, dapat aktif

berperan dalamcpembangunan dan dapatchidup secaracwajar sebagaicwarga yang

baikc danc bertangung jawab.

Fungsi system pemasyarakatan cmenyiapkan warga binaan

pemasyarakatan cagar cdapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,
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sehinga dapat cberperan kembali csebagai anggota cmasyarakat yang bebas dan

bertangung jawab. Landasan cprogram pembinaan narapidana, tentang cdalam

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang cPemasyarakatan yang

menentukan bahwa sistem pembinaan cpemasyarakatan cdilaksanakan

berdasarkan atasc asas :

 Pengayoman adalah perlakuan cterhadap warga binaan pemasyarakatan

dalam rangka cmelindungi masyarakat cdari kemungkinan cdiulanginya

tindak pidana oleh cwarga binaanc pemasyarakatan agar cmenjadi warga

yang cbergunac di dalam cmasyarakat.

 Persamaan cperlakuan dan pelayanan cadalah pemberian perlakuan dan

pelayanan cyang csama kepada warga binaan cpemasyarakatan tanpa

membedabedakanc orang.

 Pendidikan adalah bahwa cpenyelenggaraan pendidikan cdan bimbingan

dilaksanakan berdasarkan cPancasila, antara lain cpenanaman jiwa

kekeluargaan, cketerampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan

untukc menunaikanc ibadah.

 Penghormatan charkat dan martabat cmanusia adalah bahwa csebagai

orang yang ctersesat warga binaan cpemasyarakatan harus tetap

diperlakukanc sebagai cmanusia.

b. Tugas dan cKewajiban Petugas cPemasyarakatan

Sebagai ccatatan pembinaan dan pembimbingan warga binaan

pemasyarakatan cdilaksanakan coleh petugas pemasyarakatan (petugas

pemasyarakatanc adalah pegawai cpemasyarakatan yang melaksanakan tugas
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pembinaan, pengamanan cdan pembimbingan cwarga binaanc pemasyarakatan.

Petugas cpemasyarakatan cmerupakan pejabatc multi fungsional cdiangkat dan

diberhentikanc oleh menteric sesuai cdenganc peraturan perundang-undangan

yang cberlaku.

Pemasyarakatan cyang merupakan cbagian akhir dari system pemidanaan

dalam tata cperadilanc pidana adalah bagian integral cdari tata peradilan terpadu.

Dengan demikian, pemasyarakatan cbaik ditinjau dari system, kelembagaan, cara

pembinaan dan cpetugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari csatuc rangkaian proses cpenegak hukum.

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas lapas diperlengkapi dengan

senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pegawai pemasyarakatan

diperlengkapi denganc sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan

peraturan cperundang-undangan yang berlaku. Petugas pemasyarakatan dalam

memberikan ctindakan cdisiplinc atau cmenjatuhkanc hukuman cdisiplinc wajib:

 Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak

bertindak sewenang-wenang.

 Mendasarkan tindakanya pada peraturan tata tertib lapas.

Balai cPertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau

pertimbangan ckepada menteri. cBalai pertimbangan cpemasyarakatan terdiri dari

para ahli di bidangcpemasyarakatan yang cmerupakan wakil instansi pemerintah

terkait, badan non cpemerintah dan peroranganlainya. Tim pengamat

pemasyarakatan cyang terdiri cdari pejabat-pejabat clapas, bapas catau pejabat

terkait clainya bertugas :
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 Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan

pembimbinganc dalam cmelaksanakan csystem cpemasyarakatan.

 Menerimac keluhan cdan cpengaduanc dari warga binaan pemasyarakatan

F. Pengertian cdanc Hak-Hak cNarapidana

Narapidana cadalah cterhukum, orang terhukum atau orang tahanan.

Dalam konsep cpemasyarakatan baru, narapidana bukan saja sebagai objek

melainkanc jugac sebagai csubjek yang ctidakc berbeda dengan manusia lainnya

yang sewaktu-waktuc dapat cmelakukan ckesalahan atau kekhilafan yang dapat

dikenai pidana, csehingga tidak charus diberantas catau diperlakukan tidak

manusiawi. cBagaimanapun juga, narapidana adalah manusia yang memiliki

potensi cyang cdapat dikembangkanc untuk cmenjadi lebih cproduktif, dan untuk

menjadi clebih baik cdari csebelum cmenjadi cnarapidana.

Berdasarkan cpasal 1 ayat (7) Undang-Undangc No. 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan, cNarapidana adalah cterpidana yang cmenjalani pidana

hilang ckemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. cMenurut pasal 1 ayat (6)

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 ctentang cPemasyarakatan, terpidanac

adalah seseorang cyang dipidana cberdasarkan putusan pengadilanc yang telah

memperolehc kekuatan chukumc tetap.

Dari cpernyataan diatas, dapat cdisimpulkan bahwa cnarapidana adalah

orang atau cterpidana yang csedang menjalani masa chukumannya di Lembaga

Pemasyarakatan cdimana sebagianc kemerdekaannya chilang. Narapidana dalam

status chukumnya cmerupakan cseseorang yang cbersalah (jahat) catas cperbuatan

yang cdilakukannya yang mengakibatkan chilang kemerdekaannya. Kesalahan
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masa lalu narapidana cjanganlah menjadikan cmasyarakat sekitar memberi cap

(stigma) jahat ckepada dirinya, ckarena itu mereka ctidak boleh ckehilangan

kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakatan tidak

mengalami crasa malu atau cmerasa rendah cdiri dalamc bergaul cnantinya

selepasc menjalani cmasa cpidana.

Narapidana cyang menjalanic masa chukuman di Lembaga

Pemasyarakatan cseringkali cdianggap tidak mempunyai hak capapun. cMereka

sering ckali diperlakukanc secara tidak cmanusiawickarena mereka cdianggap

telah cmelakukan suatu kesalahan ataupun ckejahatan sehinggac perbuatan

mereka harusc dibalas di dalam cLapas. Hal tersebut csering terjadic sebelum

masa clahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dimana cnarapidana saat ini

diperlakukan csecara manusiawi seperti cyang tersirat dalam cpasal 5 Undang-

Undang cNo.12 Tahun 1995 disebutkan bahwa dalamcpembinaan Narapidana

diberlakukan casas cpersamaancperlakuan cdan cpelayanan.

Hak cnarapidana pada cumumnya iadalah cuntuk tidak diperlakukan

seperti orang csakit yang diasingkan, tetapi cnarapidana jugai berhak atas

pendidikan sebagai bekal chidup mereka setelah keluar dari Lembaga

Pemasyarakatan. cNarapidana memiliki ihak asasi manusia yang harus

dipertahankan cselama ia tinggalc di Lembaga cPemasyarakatanc seperti yang

telah cdiaturc dalamc undang-undang.

Lembaga pemasyarakatan memiliki ckewajiban untuk melayani

kesejahteraan cnarapidana. cNarapidana adalah merupakan tanggung jawab

lembaga cpemasyarakatan. Petugas cLapas harusc memimpinc untuk menciptakan
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lingkungan yang cmenghormati chak asasi manusia. Warga cbinaan

pemasyarakatan cjuga diharuskan cuntukc menghormati hak asasi manusia

diantara cpara cwarga cbinaan cpemasyarakatanc danc petugasc lain.

Tidak chanya itu, cmanajemen Lapas juga harus mendukung

penghormatan chak asasic narapidana cdan para petugas. Hak-hak narapidana

diatur dalam cPasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang selanjutnya

djelaskan cdalam cPeraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan

Tata Cara cPelaksanaan Hak cWarga cBinaan cPemasyarakatan yang

menyebutkan cnarapidana cberhak cuntuk:

a. Melakukan cibadah sesuai cdenganc agama catau ckepercayaannya;

b. Mendapat cperawatan, baik cperawatan crohani cmaupun cjasmani;

c. Mendapatkan cpendidikanc dan cpengajaran;

d. Mendapatkan cpelayanan ckesehatanc dan cmakananc yangc layak;

e. Menyampaikanckeluhan;

f. Mendapatkanc bahan bacaan danc mengikuti csiaran media cmassa

lainnya yangc tidakc dilarang;

g. Mendapatkanc upah catau cpremi catas cpekerjaanc yangc dilakukan;

h. Menerima kunjungan ckeluarga, penasihat chukum atau orang tertentu

lainnya;

i. Mendapatkan cpenguranganc masa cpidanac (remisi);

j. Mendapatkan kesempatanc iberasimilasi termasuk ccuti mengunjungi

keluarga;

k. Mendapatkan cpembebasan cbersyarat;

l. Mendapatkan ihak-hak ctertentu ilainc sesuai dengan iperaturan

perundang-undangan icyangc iberlaku.
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G. iPerkembangan iSistem Pemasyarakatan iSebagai Pengganti

Sistem iKepenjaraan idi Indonesia

Secara ifilosofis ipemasyarakatan iadalah sistem ipemidanaan yang csudah

jauh cbergerak imeninggalkan filosofis cretributif (pembalasan), cdeterrence

(penjeraan), idan cresosialisasi. iDengan kata lain cpemidanaan tidak bertujuan

untuk cmembuat jera cdengan penderitaanc, juga tidak icmengasumsikan

terpidanac sebagai cseseorang icyang ckurang icsosialisasinya.

Menurut iBarda iNawawi iArief (2010:115), cpengertian isistem

pemidanaan cdapat imencakup pengertian cyang isangat luas. L.H.C. Hulsman

ipernah mengemukakan, bahwai isistem pemidanaanc (the sentencing system)

adalah: cAturan perundang-undangan ciyang berhubungan idengan sanksi pidana

dan ipemidanaan. Apabila cpengertian pemidanaan cdiartikan secara cluas

isebagai suatu cproses pemberian icatau penjatuhan pidana cioleh hakim, cmaka

idapatlah idikatakan cbahwa csistem ipemidanaan mencakup ikeseluruhan

ketentuan icperundang-undangan yang mengatur ibagaimana hukum cpidana itu

iditegakkan atau idioperasionalkan secara ckonkret, sehinggai seseorang idijatuhi i

(hukum cpidana).

Ini berarti csemua iperaturan perundang-undangan imengenai iHukum

Pidana iSubstantif. Hukum iPidana iFormal dan iHukum Pelaksanaan Pidana

idapat dilihat sebagai csatui kesatuan systemi pemidanaan. bahwai setiap iiNegara

memilikicciri khascSistem iPeradilan Pidana. Mardjono iReksodipoetro

imemberikan pengertian cbahwa cadalah csistem cpengendalian ikejahatan yang
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terdiri dari lembaga-lembagackepolisian, ikejaksaan, pengadilan, cdan

ipemasyarakatanc terpidana.

Selanjutnya, cdikatakan ibahwa tujuan isistemc peradilanc pidanac adalah:

a. mencegah cmasyarakatc menjadi ikorban kejahatan;

b. menyelesaikan ikasus kejahatanc yang terjadiisehingga masyarakat cpuas

bahwa ikeadilan telah iditegakkan dan iyang bersalahc telah cdipidana;

c. Mengusahakanc agar imereka yang cpernah imelakukan kejahatanc tidak

mengulangi clagi ikejahatannya.

iPada imasa lalu, cpendekatan iupaya pengendaliani kejahatan cdilakukan

dengan ccara iimemberikan hukuman/sanksi iatas kejahatan ctersebut.

iPerlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) i memiliki sejarah 18 ipanjang yang

dimulai dari martabati alamiah dan hak-hak ikemanusiaan yang sama dan tidak

idapat dicabut. Pengakuan imartabat idan hak-hak tersebut imerupakan dasar

kemerdekaan, keadilan dan iperdamaian dunia. iKita melihat HAM isebagai sesuai

iyang vital untuk imenjaga ikehidupanc manusia tetap cmanusiawi cdan menjaga

hak yang cpaling cberharga, yaitu cihakcuntuk cmenjadi imanusia.

Pemasyarakatanc isejalan idengan filosofiicreintegrasi isosial yang

berasumsi kejahatan iadalahc konflik iyang terjadii antara terpidana idengan

masyarakat. icOleh karena itu, ipemidanaanc ditujukan untuk imemulihkan

konfliki atau menyatukan kembalii terpidanai dengan cmasyarakat i (reintegrasi).

Konsep itentang pelaksanaan pidanai penjara di Indonesia itelah

mengalami cperubahan yang isangat signifikan sejak idicetuskannya sistem

ipemasyarakatan oleh iSaharjoi (Menteri iKehakiman itahun 1959). Dalam

ipidatonya yang iberjudul “Pohon iBeringin iPengayoman”, dikemukakan konsepi
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tentang cpengakuan ckepada cnarapidana isebagai berikut: Di bawah iohon

beringini pengayoman ditetapkan untuk imenjadi penyuluh bagi ipetugas dalam

imemperlakukan cnarapidana, maka tujuan ipidana cpenjara idirumuskan,

disamping menimbulkani derita bagi terpidana karena dihilangkannyai

kemerdekaanc bergerak, cmembimbingi agar bertobat, mendidik isupaya imenjadi

ianggota cmasyarakat cyang csosialis cIndonesia cyang icberguna.

Falsafah ipemasyarakatan yang idicetuskan oleh iSahardjo pada tahun 1963

sebagaimana idikutip oleh Marlina (2011:100), cdiantaranya imenyebutkan bahwa

tujuan pidana cpenjarai adalahi cdisamping menimbulkan rasa derita pada

narapidana ckarena ikehilangan kemerdekaan ibergerak, membimbing

icnarapidana agar cbertobat, mendidikicagar cmenjadic anggota cmasyarakatic

yang cbaik.

Sistem cipemasyarakatan yang ikita cterapkan di iIndonesia terkandung

suatu cita-cita ibesar. cPemasyarakatan idiharapkan bukan isaja mempermudah

reintegrasi imereka idengan imasyarakat, tetapi ijuga menjadikan cnarapidana

warga masyarakat iyang imendukung keterbatasan dan kebaikan dalam

masyarakat cmereka cmasing-masing cidan cmenjadi imanusiac seutuhnya.

H. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Asimilasi Narapidana

Asimilasi cadalah proses dua kebudayaan catau unsur-unsur

ckebudayaan yang berbedac dengan lama kelamaan berkembang sehingga

menjadi corak, kebudayaanc yangc satu diresapi olehc yang lain, danc sebaliknya

cita-cita, c tujuan, sikap, nilai, lama-kelamaan dileburkan atau berkembang
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bersama cmelahirkanc suatu yang cbaru atau kombinasi dariccunsurc yang

berbedac tadi.

Asimilasi cnarapidana dapatc dilakukan oleh individu maupun secara

kelompok dalam kegiatan yang ada di dalam lingkunganc masyarakat,

sebagaimana cdikemukakan oleh J.B.C.F. Mayor Polak (Ismael Saleh, 1997:23)

yakni: Asimilasic adalah suatu cproses yang terjadi cdimana-mana saja dan

diadakanc terus cmenerus baikc antara ckelompokc maupun antarac individu.

Bangsac Indonesia sekarang cmengalami csuatu proses casimilasi cyang amat

pesat dan cberaneka cragam.

Asimilasi cterjadi antara kebudayaan daerah, cantara tradisi dan

kebudayaan modern, cantara pria dan cwanita, antara tua dan muda, antara

mayoritas cdan cminoritas, dan clain csebagainya. cPendapatc ini diamini juga

oleh R. Achmad S. cyang mengatakana bahwa: Asimilasianarapidana dapat

dilakukan di tengah-tengahamasyarakat secaraaterus menerusabaik dalam abentuk

kelompok maupun individu, karena kehidupana narapidana di dalam lembaga

pemasyarakatanaberbeda dengan kehidupanalingkungan masyarakata di luar

lembaga apemasyarakatan.

Hal ini asangat penting karena setelah anarapidanaa selesai menjalani

masa pidananya akanahidup di tengah-tengah amasyarakat, sehingga anarapidana

dalam tahap apembinaannya tidak boleh adipisahkan atau diasingkan dari

masyarakat, karena apengasingan anarapidana dari alingkungana masyarakata

akan aberakibata terjadinyaa jurang pemisah aantara narapidana dengan

masyarakat.
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Dari apengertian ini, jikaa dihubungkan dengan asimilasi narapidana,

dapat disimpulkan abahwa narapidanaa sebagaia subjek diharapkan dapat

meresapi kebudayaan adalam masyarakat adan dapat meleburkan diri dan

berkembang bersama amasyarakat tanpaa merasa dikucilkana dengan status

hukumnya. Narapidanai imenurut iBaharuddin Soerjobrotoiaiadalah:

Wargaiamasyarakat ayang telahvi melakukan asuatu atindaki pidana atau

bertingkah lakui berbahayaa untuk keamanan, ikeamanana orang lain, iyang oleh

hakim adijatuhi ipidana/ tindakan aidan adiserahkana ikepadaa ipemerintah.

Asimilasi merupakan proses pembauran narapidana dalam kehidupan

bermasyarakat agar dapat hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada

perbedaan sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya, narapidana

dapat hidup lebih baik karena dapat diterima kembali oleh masyarakat. Menurut

Ismael Saleh, bahwa asimilasi adalah: Proses pembinaan narapidana yang

dilaksanakan dengan membaurkan narapaidana di dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan pengertian asimlasi (narapidana) menurut pasal 1 butir 9 bab

I Ketentuan Umum PP No. 31 Th. 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan, asimilasi adalah: Proses pembinaan Narapidana

dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa peraturan perihal asimilasi narapidana yang menjadi dasar

hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan;

e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.

PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti

Menjelang Bebas.

Tujuan dari program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti

menjelang bebas menurut pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan

Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah:

a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan Anak

Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;

b. memberi kesempatan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup

mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;

c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam

penyelenggaraan pemasyarakatan.

I. Syarat-Syarat aAsimilasia Narapidana
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Narapidana dapat adiberi asimilasi, pembebasan bersyarat aatau cuti

menjelang bebas, apabila amemenuhi persyaratan asubstantif dan administratif

sebagaimana yanga terdapat di adalam apasal 7 dan pasal a8 aKeputusana Menteri

Kehakiman Republika Indonesiaa Nomor M.01. PK.04.10a Tahun a1999 Tentang

Asimilasi, Pembebasan aBersyarat dan aCuti Menjelang Bebas. Persyaratan

substantif ayang aharusa dipenuhia narapidana aadalah:

a. Telah menunjukkan kesadaran dana penyesalan aatas kesalahan yang

menyebabkana dijatuhi apidana;

b. Telaha menunjukkan aperkembangan abudi pekerti dan amoral yang

positif;

c. Berhasila mengikuti program akegiatan pembinaan adengan tekun dan

bersemangat;

d. Masyarakata yang telah menerima program kegiatan pembinaan

narapidana ayang bersangkutan;

e. Selama amenjalankan pidana, narapidana adan anak adidik

pemasyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-

kurangnya adalama waktu a9 (sembilan) abulan taerakhir;

f. Untuk aasimilasi, anarapidana atelah menjalani 1/2 dari masa pidana,

setelah dikurangi amasa tahanan adan remisi, dihitung sejak putusan

pengadilana memperoleha kekuatana hukuma tetap.

Untuka persyaratan aadministaratifa berupa:

a. Salinan aputusan apengadilan (ekstrak vonis);
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b. Surat aketerangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang

bersangkutan tidak mempunyai aperkara atau tersangkut adengan tindak

pidanaa lainnya;

c. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang pihak

keluargaa yang akan amenerima narapidana, keadaan masyarakat

sekitarnya adana pihak alain ayanga ada ahubungannya dengan

narapidana;

d. Salinan (daftar huruf F) daftar ayang memuat atentang pelanggaran tata

tertib ayang dilakukan anarapidana selamaa menjalankana masa pidana

daria Kepala aLembagaa Pemasyarakatana (Kepala LAPAS);

e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi,

remisi adan alain-lain adari aKepalaa LAPAS;

f. Surat pernyataana kesanggupan dari pihak yang akan menerima

narapidana, aseperti pihak akeluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau

swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah asetempat serendah-

rendahnya aluraha atau akepalaa desa;

g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa

narapidanaa sehat baika jasmania maupun jiwanya dan aapabila di Lapas

tidak ada psikolog adan dokter, amaka surat aketerangan adapat

dinyatakana oleh adokter aPuskesmasa ataua Rumah aSakita Umum;

h. Bagi narapidana asing diperlukan asyarata tambahan yaitu surat

keterangan sanggup amenjamin dari aKedutaan Besar/ Konsulat negara

asing oranga yang bersangkutana dan surat rekomendasi dari Kepala

Kantor aImigrasi asetempat.
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Selain asyarat-syarat diatas, amaka diperlukan akesediaan dari seseorang

atau badan atau lembaga ayang memberikan jaminan secara tertulis diatas

materai. Asimilasi atidak diberikana kepada narapidana ayang kemungkinan akan

terancama jiwanya, diduga aakan melakukana tindak pidana lagi, sedang

menjalani apidanaa penjaraa seumura hidup.

J. Landasan Teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Relatif oleh Jeremy

Bantham (1748-1832) sebagai tombak analisis. Teori arelatif atau teori tujuan

jugaa disebut teori autilitarian, lahir asebagai reaksia terhadap teori absolut.

Secara garis besar, atujuan pidana menurut teoria relatif bukanlah asekedar

pembalasan, akana tetapi auntuk amewujudkana ketertiban adi dalama

masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari

pemidanaan yaitu :

a. Untuk mempertahankan aketertiban masyarakat (dehandhaving van de
maatschappelijke orde);

b. Untuk memperbaikia kerugian yaang diderita oleh masyarakat sebagai
akibat daria terjadinya akejahatan. (het herstel van het doer de misdaad
onstane maatschappelijke nadeel);

c. Untuk amemperbaikia si aapenjahat (verbetering vande dader);
d. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de

misdadiger);
e. Untuk amencegah akejahatan (tervoorkonning van de misdaad)

Tentang teori arelatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan,

bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan
kepada orang yanga telah melakukan asuatu tindak pidana, tetapi
mempunyaia tujuan-tujuan tertentu ayang bermanfaat. Oleh akarena itu
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teori ini pun sering juga disebuta teori tujuan (utilitarian theory). a Jadi
dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada
tujuannya. Pidana adijatuhkan abukan “quia peccatum est” (karena orang
membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya aorang jangan
melakukan akejahatan).

Jadi tujuana pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar

ketertiban di adalam amasyarakat atidak aterganggu. Dengan kata lain, pidana

yang dijatuhkan kepada asi pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas

kejahatannya, melainkana untuk amempertahankana ketertibana umum.

Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang

pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jaeremy Bantham

bahwa manusia amerupakan makhluk yang rasional yanga akan memilih secara

sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleha karena itu suatu pidana

harus ditetapkan vpada tiap akejahatan sedemikian rupa sehingga akesusahan

akan lebih berat dariapada kesenangan yang aditimbulkan aoleh kejahatan.

Mengenai atujuan-tujuan adari pidana ayang dikemukakan oleh Koeswadji

adalah:

a) mencegah asemuaa pelanggaran;
b) mencegah apelanggarana yang apalinga jahat;
c) menekanakejahatan;
d) menekan akerugian/biayaa sekecil-kecilnya.

Dalama ilmu apengetahuana hukum apidana, teori relatif ini dibagi adua

yaitu:

1. prevensi aumum (generale preventie),
2. prevensi akhusus (speciale preventie).
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Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan

sebagai berikut: “Prevensi umum abertujuan untuka menghindarkanasupaya orang

pada umumnyaa tidak melanggar. Prevensi khusus vbertujuan menghindarkan

supaya apembuat (dader) a tidaka melanggar”. Prevensi aumum menekankan

bahwa tujuan apidana adalah auntuk amempertahankana ketertibana masyarakat

dari agangguan penjahat. aDengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan

anggota amasyarakat lainnya atidak akan melakukan atindak pidana. Sedangkan

teoria prevensi akhusus amenekankan bahwa tujuan apidana itu adimaksudkan

agar narapidana ajangan amengulangia perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana

itu aberfungsi untuk amendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi

anggota masyarakat ayang baik dan berguna. Dari uraian di atas dapat

dikemukakan abeberapaa karakteristika daria teori relatif aatau teori autilitarian,

yaitu:

a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);

b. pencegahan bukanlah apidana akhir, tapi merupakan sarana untuk

mencapai atujuan yang alebih tinggi yaitu akesejahteraana masyarakat;

c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkana kepada

sipelakua saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat

untuk adanya pidana;

d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk

pencegahan kejahatan.

e. pidana aberorientasi ke adepan, pidana dapat mengandung unsur

pencelaan, tetapia baik unsura pencelaan maupuna unsura pembalasan
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tidaka dapat diterimaa apabila tidak dapat membantu pencegahan

kejahatan auntuk akepentingan akesejahteraan amasyarakat.

System ahukum pidana aIndonesia boleh dikatakan dekat dengan teori

tujuan ini. Hal inia terbukti dengan aperkembangan teoria pemasyarakatan dan

system pemasyarakatan ayang kemudian adiimplementasikana dalam aUU No. 12

Tahun 1995 tentang aSistem aPemasyarakatan. Dari arumusana rancangan KUHP

jugaa terlihat akedekatana gagasanatersebut adengan ateori arelatif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk

menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau

suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam

masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka

pemikiran yang di bangun adalah :
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Bagan II.1 Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

Pekanbaru

2.3 Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), amerupakan apengertian atau ciri-ciri yang

berkaitan dengana konsep adalah sejumlaha karakteristik ayang menjelaskan

suatu objek, kejadian, agejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu

kata aataua symbol.

Prevensi umum
(general preventie) :

bertujuan untuk
menghindarkan supaya
orang pada umumnya
tidak melanggar. dan
untuk mempertahankan
ketertiban masyarakat

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

Pekanbaru

Pembinaan Narapidana

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

Teori Relatif
( Doel Theorien)

Prevensi khusus
(speciale preventie):

bertujuan untuk
mendidik dan
memperbaiki narapidana
agar menjadi anggota
masyarakat yang baik
dan berguna
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Peneliti akan menjelaskana beberapa konsep ayang aberhubungan

langsung adengan apenelitian ini abaik variabel amaupun indikatornya, yakni

sebagai aberikut :

A. Pelaksanaan adalah isuatu kegiatan yang idilaksanakan oleh suatu badan

atau wadah isecara berencana, teratur dan terarah iguna mencapai tujuan

yang idiharapkan.

B. Pembinaan merupakan suatu proses yang di lakukan untuk merubah

tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang

di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

C. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani

pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu sistem pembinaan

dengan pengawasan minimum (Minimum Security) yang penghuninya

telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan dimana diantaranya telah menjalani setengah dari masa

pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan

mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat. Hal ini

dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan narapidana kembali

ketengah masyarakat (integrasi).
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Pada apenelitian ini, peneliti memakai apendekatan penelitian kualitatif,

yaitu penelitian yang abersifat deskriptif. Cara yang paling praktis dilakukan

adalaha dengan amelakukan in-deptha interview (wawancara mendalam).

Menurut Bungin (2007:108), wawancara amendalam merupakan proses

memperoleh aketerangan auntuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

sambil bertatapa muka antara pewawancara adengan informan atau orang yang

diwawancarai, adengan ataua tanpa amenggunakan apedoman waawancara.

Penelitian akualitatif adalah atradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan

sosial yang secara afundamentala bergantung adari apengamatan pada manusia

baik adalamakawasannya maupun dalam aperistilahannya.(Tohirin, 2012:2) Tipe

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yaitu

menggambarkan akeadaan yang sebenarnya tentang aPelaksanaan aPembinaan

Narapidana Di Lembaga aPemasyarakatan aKelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru.

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk amemperoleh data dan aketerangan yang diperlukan, maka

penelitian ini dilakukan di Lembaga aPemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai

Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas apertimbangan agara penulis lebih

mudah amendapatkana informasi alangsung adaria informan

43
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3.3. Informan dan Key Informan

Penelitian kaualitatifa tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan

hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitiana kualitatif tidak dikenal

adanya populasi dan asampel (Suyanto,2005:171). Subjeka penelitian ini menjadi

informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam

proses penelitian. aInforman aadalah aseseorang yang benar-benar mengetahui

suatu persoalan aatauapermasalahan tertentu yang darinya adapat diperolehin

forman yang ajelas, akurat, a dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan,

atau data-data ayang dapat membantu dalam memahami persoalan atau

permasalahana tersebut.

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi

beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan

memiliki berbagaiainformasia pokok yang diperlukan dalam penelitian.

2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi

sosial yang diteliti.

3. Informan tambahana merupakana mereka yang dapat memberikan

informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang

diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan

utama yaitu sebagai berikut:



45

1. Informan kunci (key informan) adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru, dan Petugas Kemasyarakatan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru.

2. Sedangkan informan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang dibina

oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

Tabel III.I Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan dan Informan.

No. Nama Key Informan Informan

1 Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Terbuka Rumbai
Pekanbaru

1 -

2 Kepala Sub Seksi Bidang
Pembinaan

1

2 Pegawai Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II Rumbai

2 -

3 Warga Binaan Pemasyarakatan - 2

Sumber : Data olahan Penelitian, 2020

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan peneliti himpun dalam penelitian ini

terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana dimaksud

dengan data primer dan sekunder adalah  sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil

wawancara dengan para key Informan dan Informan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan,

jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang

dimaksud.
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3.5. Teknik pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan cara penulis

terjun langsung kelapangan atau ke lokasi tempat penelitian.

2. Wawancara, yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara melalui

proses wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak, yang mana

pihak pertama sebagai pencari informasi dan sedangkan yang pihak kedua

sebagai pemberi informasi.

3. Dokumentasi, yaitu dipergunakan sebagai data pendukung. Untuk

keperluan ini peneliti mempergunakan tape recorder dan kamera yang

dipergunakan pada saat wawancara berlangsung.

3.6. Teknik Analisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan

menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan

secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. (Bagong Suyatno,

2008:70). Data dan informasi yang di peroleh dari obyek penelitian , di pilih dan

di pilah menggunakan teori yang sesuai sebagai landasan dalam penelitian untuk

mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

3.7 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk lima bulan. Penulis

merencanakan kegiatan penelitian di mulai pada bulan Juli hingga Desember

2019. Untuk lebih jelas berikut seperti pada tabel waktu kegiatan penelitian

sebagai berikut :
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Tabel III.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian berdasarkan Jenis Kegiatan
Juli – Desember 2019

No
Jenis

Kegiatan

Bulan, Minggu dan Tahun 2019

Juli Agustus September Oktober November Desember
1

1
2

2
3

3
4

4
1

1
2

2
3

3
4

4
1

1
2

2
3

3
4

4
1

1
2

2
3

3
4

4
2

1
2

2
3

3
4

4
1

1 2 3 4

1 Persiapan dan
Penyusunan
Ususlan
Penelitian

x x

2 Seminar Usulan
Penelitian x

3 Perbaikan
Usulan
Penelitian

x

4 Usulan
Penelitian

x

5 Pengolahan
dan Analisis
Data

x x

6 Konsultasi
Bimbingan
Skripsi

x x x x x x x x

7 Ujian Skripsi x

8 Revisi dan
Pengesahan
Skripsi

x

9

9
Penggadaan

Serta
Penyerahan
Skripsi

3.7. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini di

bahas dalam 6 BAB, diamana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan

antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN



48

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam

uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta

tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan

pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang

berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan

kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi

dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan

pnelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskritif atau pengambaran umum

tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan,

yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis

membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

Lembaga aPemasyarakatan iKlas III Terbuka Rumbai iadalah isalah

satua institusi di bawah aDirektorat Jenderal aPemasyarakatan aDepartemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia iRepublik Indonesia yang secara khusus

melaksanakana pembinaan lanjutan aterhadap narapidana pada itahap asimilasi

yaitu dengan masa apidana antara 1/2 sampai aidengan 2/3 dari masa apidana

yang iharus adijalani olehanarapidana ayang ibersangkutan.

Lapas Terbuka aRumbai beralamat di iJalan Pemasyarakatan, Rumbai.

Lokasi ini adipilih ikarena amemiliki tanah yang luas yang memungkinkan untuk

digunakan isebagai lahan pertanian tempat warga ibinaan melakukan kegiatan

pembinaannya. Lapas iTerbuka Rumbai berdiri di atas tanah seluas 31.750 m2 ,

karena LAPAS Terbuka aRumbai masih baru adibangun dana beroperasional,

makaa jumlah kamar ahunian sampai saat iini masih berjumlah 15 ikamar hunian

dengan akapasitas yang tidak iditentukan tergantung dari luas atau besarnya

kamar ahunian atersebut.

Kamar hunian yang iaada di LAPAS Terbuka berbeda dengan kamar

hunian yang iterdapatadi LAPAS tertutup aatau LAPAS pada umumnya.

Perbedaan antaraa kedua lembaga apemasyarakatan ini terdapat apada bentuk

bangunannya. Di dalam LAPASa Terbuka iRumbai ikamar hunian berbentuk

seperti akamar aasrama atau kost yang itidak idilengkapi dengan jeruji besi.
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Visi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai adalah

menjadikan aLapas yanga terpercaya dalama memberikan pembinaan, pelayanan

dan perlindungan aterhadap warga binaan apemasyarakatan. Adapun Misi

Lembagaa Pemasyarakatan aKelas III Rumbai aadalah:

1. Menjadikan sistem aperlakuan humanis yang amemberikan rasa aman,

nyamana dana berkeadilan.

2. Melaksanakan pembinaan, perawatan dan apembimbingan untuk

mengembalikan narapidana menjadi awarga Negara ayang aktif dan

produktifadi tengah-tengah amasyarakat.

3. Membangun akarakter adan amengembangkan asikap ketaqwaan, sopan

santun dan akejujurana pada adiri anarapidana

4. Memberikan pelayanan, aperlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak

warga binaan apemasyarakatan adan keluarga / warga amasyarakat yang

berkunjung.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai, ka.Subsie Bidang

Pembinaan, pegawai Lapas, dan Warga Binaan Pemasyarakatan. .Wawancara

dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang

menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara

adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh oleh pihak, yaitu oleh

pewawancara (interviewer) sebagai pengaju pertanyaan yang diwawancarai

(interviewer) pemberi pertanyaan atas pertanyaan itu. Sebelum penelitian

berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur

terhadap kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai

sebagai data awal peneliti melakukan penelitian, selanjutnya penelitian

mewawancarai ka.Subsie Bidang Pembinaan dan pegawai Lapas selaku

pihak yang melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Serta wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap warga

binaan pemasyarakatan. Selanjutnya dengan penggunaan data yang tidak

tertulis dalam bentuk field note yaitu catatan lapangan (saat melakukan
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observasi/wawancara) secara detail dari penelitian kualitatif untuk melihat

dan memaknai perilaku key informan. Baik dokumentasi atau data yang

penulis dapatkan di lapangan dan buku – buku bacaan yang sesuai dengan

hal yang terjadi yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang

akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman

wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian,

tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan.

Pedoman wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum,

seperti identitas, usia, dan Kesibukan lainnya. Pertanyaan ini dilakukan

agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan

dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

c. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat.

Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun ke lapangan, di

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai.

Dari hasil wawancara peneliti dengan tiga subjek, diperoleh beberapa

jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini. Untuk

menjawab pertanyaan peneliti tersebut ada  proses yang analisa akan dilakukan,

antara lain:
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a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai .

b. Mengetahui apa kendala – kendala yang di hadapi oleh Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai dalam melakukan pembinaan

terhadap warga binaan pemasyarakatan

Tabel V.I Jadwal Penelitian Wawancara

Key informan Nama / Inisial Tanggal
wawancara

Tempat
wawancara

Bapak Erwin Saleh
Siregar (Kepala
Lembaga
Pemasyarakatan
Terbuka Kelas III
Rumbai)

Di Ruang kepala
Lembaga
Pemasyarakatan
Terbuka Kelas III
Rumbai

Bapak Sigit
Pranomo
(ka.Subsie Bidang
Pembinaan
Lembaga
Pemasyarakatan
Terbuka Kelas III
Rumbai)

Di Ruang
Ka.Subsie
Pembinaan

Bapak Marusaha
Siagian (pegawai
Lembaga
Pemasyarakatan
Terbuka Kelas III
Rumbai)

Di Ruang
Ka.Subsie
Pembinaan

Informan YA (Warga
Binaan
Pemasyarakatan)

Di Lembaga
Pemasyarakatan
Terbuka Kelas III
Rumbai

RS (Warga Binaan
Pemasyarakatan)

Di Lembaga
Pemasyarakatan
Terbuka Kelas III
Rumbai

Sumber : Modifikasi 2020
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C. Hasil Wawancara

Hasil penelitian berfokus pada bagaimana pelaksanaan pembinaan iwarga

binaan pemasyarakatan di Lembaga iPemasyarakatan iTerbuka Kelas III iRumbai,

kemudian wawancara dilakukan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Kelas III Rumbai, ka.Subsie Bidang Pembinaan dan pegawai Lapas.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan.

Sewaktu penelitian penulis tidak mengalami kendala dalam hal meminta

keterangan dan wawancara yang penulis lakukan sehingga pihak yang menjadi

informan dan key informan bersedia dalam memberikan keterangan yang mana

dengan menggunakan pendekatan yang bersifat mitra, Berikut kutipan hasil

wawancara :

1. Wawancara dengan Bapak Erwin Saleh Siregar (Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai pada tanggal 15

Februari 2020 pukul 10.00 WIB, bertempat diruang Kepala iLembaga

Pemasyarakatan Terbuka iKelas III Rumbai menjelaskan bahwa Tujuan daripada

sistem pemasyarakatan adalah untuk ilebih memanusiakan dan memasyarakatkan

kembali warga binaan pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan juga harus

diperlakukan selayaknya manusia yang patut dibimbing dan diayomi itanpa

melupakan hak-hak iyang dimilikinya. Di tahun 2019, ada 30 orang narapidana

yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai.

Jawaban Bapak Erwin Saleh Siregar mengenai tujuan sistem pemasyarakatan

dan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Kelas III Rumbai :
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“ yang kita ketahui bahwa tujuan daripada sistem pemasyarakatan adalah
untuk lebih memanusiakan dan memasyarakatkan kembali narapidana,
Narapidana juga harus diperlakukan selayaknya manusia yang patut
dibimbing dan diayomi tanpa melupakan hak-hak yang dimilikinya. Di tahun
2019 saja, ada 30 orang narapidana yang di bina di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai ”(wawancara dengan Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai ,15 Februari 2020)

Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai yang mulai

beroperasional ipada bulan iMaret 2015 dan di resmikan oleh Plt Gubernur Riau

pada April 2016. Lapas Terbuka Berfungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi

untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam lingkungan

masyarakat. Asimilasi adalah ibertujuan untuk imempersiapkan narapidana

ikembali ke masyarakat, maka dalam rangka mempersiapkan warga binaan

pemasyarakatan kembali berintegrasi idengan masyarakat.

“Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai yang mulai
beroperasional pada bulan Maret 2015 dan di resmikan oleh Plt Gubernur
Riau pada April 2016. Lapas Terbuka Berfungsi sebagai tempat pelaksanaan
asimilasi untuk mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat.
Asimilasi adalah bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke
masyarakat, maka dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali
berintegrasi dengan masyarakat”(wawancara dengan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai,15 Februari 2020)

Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus melaksanakan

pembinaan ilanjutan terhadap inarapidana ipada tahap asimilasi yaitu dengan

masa pidana iantara ½ sampai dengan 2/3 dari imasa pidana yang harus

dijalani oleh narapidana iyang ibersangkutan. Asimilasi adalah proses

pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana

di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk Asimilasi yaitu Pendidikan, Latihan
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keterampilan, Kegiatan kerja social dan Pembinaan lainnya dilingkungan

masyarakat.

“Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan
lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa
pidana antara ½ sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani
oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi adalah proses pembinaan
Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam
kehidupan masyarakat. Bentuk Asimilasi yaitu Pendidikan, Latihan
keterampilan, Kegiatan kerja social dan Pembinaan lainnya dilingkungan
masyarakat. “(wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka
Kelas III Rumbai,15 Februari 2020)

Lapas iTerbuka imemiliki suatu iikeistimewaan sendiri dimana tidak

terdapatnya aturan, iikeamanan iditekan ihingga batas iminimal idengani penjagaan

yang itidak iterlalu iketat seperti iiLapas ipada iumumnya. iHal iini iditerapkan

karena lapas terbuka iidiperuntukan bagi inarapidana iyang telah imenjalani

isetengah dari masa ipidananya iiserta iberkelakukan baiki dengan ipengawasan dan

proses seleksi yang iketat idari Lapasi tempat ia imenjalani hukum ipidana

sebelumnya. Hal ini dimaksudkani seiringi idengan itujuan iipendirian iLapas

iTerbuka yaitu menjadi lembaga iasimilasi bagi i warga binaan pemasyarakatan

agar dapat berintegrasi dan iberbaur berasimilasi idengan iimasyarakat isebelum

imasai pidananya iselesai.

“Lapas Terbuka imemiliki suatu keistimewaan isendiri dimana tidak
terdapatnya iaturan,i keamanan ditekan ihingga batas minimal idenganipenjagaan
yang tidak iterlalu ketat iseperti Lapas ipada iumumnya. Hal ini iditerapkan
ikarena Lapas Terbuka idiperuntukan bagi inarapidana iyang telah imenjalani
setengah dari masa ipidananya serta berkelakukan ibaik dengan pengawasan dan
iproses iseleksi yang ketat dari Lapas tempat ia menjalani ihukum pidana
isebelumnya. Hal ini dimaksudkan iseiring dengan itujuan pendirian Lapas
Terbuka yaitu menjadi Lembaga Asimilasi ibagi Narapidana agar dapat
berintegrasi dan berbaur berasimilasi idengan imasyarakat isebelum masa
ipidananya iselesai. (wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka Kelas III Rumbai,15 Februari 2018)
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2. Wawancara dengan Bapak Sigit Pranomo (Ka. Subsie Bidang Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai)

Bapak Sigit Pranomo sebagai Ka. Subsie Bidang Pembinaan Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai pada tanggal 15 Februari 2020 pukul

11.00 WIB, bertempat di Ruang Subseksi Bidang pembinaan. Informan

merupakan pegawai yang sudah selama 15 tahun bekerja di iLembaga

PemasyarakataniiTerbuka Kelas III iRumbai. Beliau imenjelaskan ibahwa Upaya

mengintegrasikani narapidana dengan imasyarakat ipada Lapas Terbuka iterlihat

dengan iberdekatannya lingkungan ipembinaan dengan ilingkungan imasyarakat

itanpa adanya itembok atau ijeruji pembatas isebagaimana Lembaga

Pemasyarakatan iataupun Rumah Tahanan. Di Lapas iTerbuka itersebut

narapidana berinteraksi dan iberkomunikasi isecara langsungi dengan

imasyarakat. Hal iini menunjukkan iterjadinya suatu iperubahan vdinamis idalam

ibidang ihukum ipidana menyangkut idengan iperlukan iterhadap iseseorang iyang

imelakukan ikejahatan menuju ibentuk modren dalam isistem ihukum ipidana

iIndonesia.

“Upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat pada Lapas
Terbuka terlihat dengan berdekatannya lingkungan pembinaan dengan
lingkungan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas
sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Di
Lapas Terbuka tersebut narapidana berinteraksi dan berkomunikasi
secara langsung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya
suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut
dengan perlukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju
bentuk modren dalam sistem hukum pidana Indonesia.” (wawancara
dengan Ka. Subsie Bidang Pembinaan,15 Februari 2020)
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LAPAS iterbuka adalah berawal dari perwujudan salah satu hak warga

binaan pemasyarakatan yaitu hak untuk iberasimilasi. Dalam ihal ini, pembinaan

bagi inarapidana menurut sistem pemasyarakatan menitik beratkan kepada upaya

pemulihan kesatuan hubungan hidup dan kehidupaniiantara inarapidana dengan

imasyarakat (re-integrasi).

Narapidana dapat imenjadi warga negara yang berguna dan tidak

melanggari hukum serta imenjadi produktif dengan cara bekerjai setelah beradai di

masyarakat. LAPAS iTerbuka bila iterlaksana, imerupakan “wujud dari seluruh

prinsip-prinsip pemasyarakatan”. Dimana idalam LAPAS Terbuka diberikan

pembinaan bagii warga binaan dalami bentuk keterampilan idan ipengetahuan

yang bermanfaat ibagi warga binaan isebelum ataupun sesudah keluar dari

LAPAS iTerbuka itersebut.

“Narapidana idapat imenjadi warga negarai yang berguna dan
tidak melanggari hukum serta menjadi produktif dengan cara bekerja
setelah berada di masyarakat. LAPAS Terbuka bila terlaksana,
merupakan “wujud dari seluruh prinsip-prinsip ipemasyarakatan”.
Dimana idalam iLAPAS Terbuka diberikan pembinaan bagi warga
binaan dalam ibentuk keterampilan idan pengetahuan yang bermanfaat
bagi warga ibinaan sebelum ataupun sesudah keluar idari LAPAS
Terbukai tersebut.” (wawancara dengan Ka. Subsie Bidang
Pembinaan,15 Februari 2020)

Proses ipembinaan di LAPAS Terbuka Rumbai idilakukan dengan icara

memberikan iketerampilan atau memberikan pekerjaan bagi warga binaan

pemasyarakatan. Adapun ipekerjaan yang diberikan terhadap iwarga binaan yang

berada idi idalam ilembaga pemasyarakatan itersebut adalah ibercocok tanam dan

ibeternak. iKegiatannya menanam sawit, jagung, ubi dan sayuran. Pengolahan

tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur asin.
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“Proses ipembinaan di iLAPAS Terbuka iRumbai dilakukan dengan cara
memberikan keterampilan atau memberikan pekerjaan bagi warga
binaan ipemasyarakatan. Adapun ipekerjaan yang diberikan iterhadap
warga binaan yang berada idi dalam lembaga ipemasyarakatan itersebut
adalah bercocok itanam dan ibeternak. Kegiatannya menanam sawit,
jagung, ubi dan sayuran. Pengolahan tempe, budidaya ikan lele, dan
pembuatan telur asin (wawancara dengan Ka. Subsie Bidang
Pembinaan,15 Februari 2018)

Lembaga iPemasyarakatan Terbuka tidak lagi idikelilingi oleh tembok dan

pagar juga imempengaruhi berjalannya proses pembinaan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan iTerbuka. Seperti yangi terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas

III Terbuka Rumbai, i dimana berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan

dengan isalah satu ipetugas di Lapas iTersebut imengatakan bahwa, resiko yang

dihadapi para ipetugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Rumbai

tersebut sangat besar, karena tiidak ada lagi penghalang antara narapidana dan

petugas, isehingga kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak idiinginkan itu

sangat besar iterjadi.

“Lapas terbuka tidak di kelilingi oleh tembok dan pagar seperti lapas
lainnya. Resiko yang dihadapi para petugas di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Rumbai tersebut sangat besar, karena tidak
ada lagi penghalang antara narapidana dan petugas, sehingga
kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat
besar terjadi” (wawancara dengan Ka. Subsie Bidang Pembinaan,15
Februari 2020)

3. Wawancara dengan Bapak Marusaha Siagian (pegawai Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai)

Bapak Marusaha Siagian sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Kelas III Rumbai pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 13.00 WIB,

bertempat di Ruang Subseksi Bidang pembinaan. Beliau menjelaskan bahwa
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LAPAS iTerbuka merupakan isalah satu itempat untuk imelaksanakan ipembinaan

atau iasimilasi. LAPAS terbuka iadalah Lembaga iPemasyarakatan itempat

membina inarapidana dan anak didik ipemasyarakatan idalam keadaan terbuka

tanpa dipagari iatau dikelilingi itembok.

“LAPAS Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan
pembinaan atau asimilasi. LAPAS terbuka adalah Lembaga
Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik
pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dipagari atau dikelilingi
tembok.” (wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka Kelas III Rumbai,15 Februari 2020)

LAPAS Terbuka merupakan suatu institusi baru dilingkungan Direktorat

Jenderal iPemasyarakatan Kementerian iHukum dan Hak Asasi iManusia. iLAPAS

Terbuka di iPekanbaru bernama Lembaga Pemasyarakatan Klas III iTerbuka

Rumbai yang imulai iberoperasional pada bulan iMaret 2015.

“LAPAS Terbuka merupakan suatu institusi baru dilingkungan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia. LAPAS Terbuka di Pekanbaru bernama Lembaga
Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai yang mulai beroperasional
pada bulan Maret 2015.” (wawancara dengan pegawai Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai,15 Februari 2020)

LAPAS iTerbuka adalah berawal dari iperwujudan salah satu hak narapidana

yaitu hak untuk iberasimilasi, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tidak

bisa dilepaskan idari tahap-tahap (proses) pemasyarakatan. Dalam ihal ini,

pembinaan bagi inarapidana menurut sistem pemasyarakatan menitik beratkan

kepada upaya pemulihan kesatuan hubungan ihidup dan kehidupan antara

narapidana dengan imasyarakat (re-integrasi). Tujuannya iagar narapidana dapat

menjadii warga negara iyang berguna dan tidak melanggar hukum serta menjadi

produktif idengan icara bekerja setelah berada di masyarakat. LAPAS Terbuka
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bila terlaksana, merupakan “wujud dari seluruh prinsip-prinsip pemasyarakatan”.

Dimana idalam iLAPAS iTerbuka diberikan ipembinaan ibagi warga binaan idalam

bentuk keterampilan dan ipengetahuan yang bermanfaat bagi iwarga binaan

sebelum iataupun isesudah keluar dari LAPAS Terbuka itersebut.

“LAPAS Terbuka adalah berawal dari perwujudan salah satu hak
narapidana yaitu hak untuk berasimilasi, Fungsi Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka tidak bisa dilepaskan dari tahap-tahap
(proses) pemasyarakatan. Tujuannya agar narapidana dapat menjadi
warga negara yang berguna dan tidak melanggar hukum serta menjadi
produktif dengan cara bekerja setelah berada di masyarakat.
(wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas
III Rumbai,15 Februari 2020)

4. Wawancara dengan YA (Warga Binaan pemasyarakatan)

Wawancara dilakukan pada siang hari di Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Kelas III Rumbai, waktu pelaksanaan wawancara ini dilakukan lebih dari

sekali, hal ini dikarenakan ingin lebih mendalami dan bertujuan untuk

membangun keterpercayaan informan. Sebelumnya peneliti dan Informan telah

melakukan janji terlebih dahulu yang sedang menjalani masa pidananya. Tindak

pidana yang dilakukan oleh Informan adalah narkotika dan divonis selama 6

tahun 2 bulan. Setelah menjalani 2/3 dari masa tahanan, Informan mendapatkan

remisi asimilasi selama 5 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III.

Peneliti tidak langsung melakukan wawancara, peneliti berusaha mencairkan

suasana dengan menciptakan obrolan-obrolan santai agar Informan tidak merasa

tegang.

Informan berasal dari keluarga menengah ke bawah. Kehidupan informan

sangat jauh dikatakan dari cukup. Informan adalah anak ketiga dari lima
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bersaudara. Ayah informan sudah tiada sejak informan umur 5 tahun. Sedangkan

ibu informanlah satu-satunya tulang punggung keluarga bekerja sebagai buruh

cuci. Informan bekerja sebagai supir. Pergaulan informan dengan teman-

temannya yang mempengaruhi informan untuk melakukan kejahatan. Seperti

yang diungkapkan oleh informan dalam wawancara berikut ini: “aku anak ketiga.

Aku supir. Ya itulah kebutuhan dek makanya gitu. Lagi pula itu jadi dopping aja”

(wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan,17 Februari 2020)

Informan mengaku jera untuk melakukan kejahatan kembali, karena

kasihan melihat orangtua kesusahan akibat perbuatannya. Selama lebih kurang 5

tahun di Rutan, informan menyesali apa yang telah dilakukannya. informan ingin

berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, berubah menjadi seseorang yang lebih

baik lagi. Informan ingin bekerja membantu orangtua mencari uang untuk

memenuhi kebutuhan keluarga.“kapok, keluar nanti aku mau lanjut kerja.”

(wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan,17 Februari 2020)

Dari wawancara dengan klien pemasyarakatan dapat diungkap bahwa

bagaimana pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai bekerja

profesional dalam memberikan pembinaan terhadap informan. Pegawai Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai bekerja dengan semangat dan

memberikan layanan terbaik kepada warga binaan pemasyarakatannya. “pegawai

di sini baik, bekarja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka memberikan

pelayanan yang baik untuk kami disini.” (wawancara dengan warga binaan

pemasyarakatan,17 Februari 2020)
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Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai ini, informan

tidak diperlakukan seperti layaknya narapidana. Tidak ada batasan antara pegawai

dan warga binaan pemasyarakatan. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Kelas III Rumbai membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan

melakukan kegiatan yang bermanfaat dan bisa di bawa oleh warga binaan

pemasyarakatan ketika WBP keluar dari Lapas terbuka.

“kami di sini gak kaya layaknya narapidana. Gak ada batasan antar
kami dan pegawai. Di sini kami di bina dan di bimbing melakukan hal-
hal yang bisa kami bawa ketika kami keluar dari sini” (wawancara
dengan warga binaan pemasyarakatan,17 Februari 2020)

Kegiatan yang informan dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Kelas III Rumbai ini adalah menanam sawit, jagung, ubi dan sayuran. Pengolahan

tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur asin. Dari pernyataan informan

dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang di lakukan oleh Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai sudah berjalan dengan baik. Namun

informasi yang di dapatkan dari informan bahwa masih minimnya pelayanan

kesehatan dan hasil kerja (upah) yang dilakukan oleh WBP belum kembali ke

pada WBP. Informan berharap agar fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Kelas III Rumbai lebih di tingkatkan lagi.

D. Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari narasumber

tergambarlah oleh penulis bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di
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iLembaga iPemasyarakatan Kelas III iTerbuka Rumbai Pekanbaru dan kedala

yang dihadapi oleh pegawai lapas dalam melakukan pembinaan.

Sistem ipemasyarakatan imengakui pentingnya peran serta masyarakat

dalam proses ipembinaan inarapidana. Pembinaan narapidana imerupakan bagian

yang tak iterpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan

diselenggarakan idalam rangka membentuk iwarga binaan pemasyarakatan iagar

menjadi manusia iseutuhnya, menyadari ikesalahan, memperbaiki diri dan

mengulangi tindak pidana isehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat berperan iaktif dalam pembangunan idan dapat ihidup secara

wajar isebagai warga yang baik dan ibertanggungjawab. Serta, berfungsi

menyiapkan iwarga ibinaan ipemasyarakatan agar idapat berintegrasi secara sehat

dengan masyarakat, sehingga idapat berperan kembali isebagai anggota

masyarakat yang iibebas dan ibertanggungjawab.

Tujuan iakhir ipelaksanaan pembinaan dalam isistem ipemasyarakatan

iadalah untuk imenyiapkan warga iNegara yang ibaik dan iberguna iserta

imemulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Pemulihan

hubungan ini dilakukan idengan mengikutsertakan masyarakat idalam proses

ipembinaan, baik dalam ibentuk ikerjasama imaupun idengan sikap bersedia

menerima ikembali Warga iBinaan iPemasyarakatan iyang itelah selesai imenjalani

ipidananya.

Lembaga pemasyarakatan bukani tempat yang semata-mata memidana

orang, imelainkan juga sebagai itempat membina atau mendidik orang-orang

terpidana, iagar isetelah imenjalani ipembinaan mempunyai ikemampuan untuk
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menyesuaikani idirii dengan ikehidupan di luar iLembaga iPemasyarakatan

isebagai warga inegara iyang ibaik dan itaat pada ihukum yang iberlaku.

iPemasyarakatan isebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan

melalui 4 cara yaitu tahap ikeamanan imaksimal isampai ibatas 1/3 masa pidana

iyang isebenarnya, tahap ikeamanan imenengah isampai ibatas 1/2 imasa ipidana

yang isebenarnya, tahap keamanan iminimal isampai ibatas i2/3 masa ipidana yangi

sebenarnya, dan tahap integrasi idan iselesainya 2/3 imasa itahanan smpai habisi

masa pidana.

Pada tahap ketiga yaitu itahap keamanan iminimal sampai batas 2/3 masa

pidana yang isebenarnya, didalam tahap ini idiharapkan narapidana sudah

menunjukan kemajuan ipositif baik mental dan spiritual serta iketerampilan

lainnya idan yang paling penting isudah isiap untuk iberasimilasi idengan

imasyarakat. Untuk imewujudkan iharapan ipada itahap itersebut, maka inarapidana

dapat di itempatkan di Lembaga iPemasyarakatan Terbuka yang imemiliki

program-program ipembinaan iketerampilan yang idisiapkan untuk iwarga ibinaan

ipemasyarakatan.

Lapas iTerbuka Berfungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk

mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Asimilasi iadalah

bertujuan iuntuki mempersiapkan inarapidana kembali ke masyarakat, imaka

dalam rangka mempersiapkan inarapidana kembali berintegrasi dengan

masyarakat, maka idibentuklah iLAPAS Terbuka. Pasal 38 ayat (1) Peraturan

Pemerintah iNomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
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Hak Warga Binaan Pemasyarakatan imenyebutkan bahwa LAPAS Terbuka

merupakan isalah isatu itempat iuntuk imelaksanakan pembinaan atau asimilasi.

Lembaga ipemasyarakatan iterbuka khusus imelaksanakan pembinaan

lanjutan iterhadap inarapidana pada tahap iasimilasi yaitu dengan masa ipidana

antara ½ sampai dengan i2/3 idari imasa pidana yang harus dijalani oleh

narapidana iyang ibersangkutan. Asimilasi adalah proses pembinaan iNarapidana

yang dilaksanakan idengan membaurkan iNarapidana di dalam ikehidupan

imasyarakat. Bentuk iAsimilasi yaitu Pendidikan, Latihan keterampilan, Kegiatan

ikerja isocial dan iPembinaan lainnya idilingkungani masyarakat.

Lapas iTerbuka memiliki suatu keistimewaan sendiri dimana tidak

terdapatnya iaturan, keamanan iiditekan ihingga batas minimal idengan ipenjagaan

yangi tidak iterlalu iketat iseperti iLapas ipada umumnya. Hal ini diterapkan

ikarena Lapas Terbuka idiperuntukan bagiinarapidana yang telah imenjalani

setengah dari masa pidananya iserta iberkelakukan baik dengan ipengawasan dan

iproses seleksi yang ketat idari Lapas tempat ia imenjalani hukum pidana

isebelumnya.

Hal ini dimaksudkan iseiring dengan tujuan ipendirian Lapas Terbuka

yaitu imenjadi Lembaga Asimilasi bagi iNarapidana agar idapat berintegrasi dan

berbaur berasimilasi idengan imasyarakat isebelum masa ipidananya selesai.

LAPAS klas III Terbuka Rumbai sudah melakukan memberikan pelatihan bagi

warga binaan pemasyarakatan seperti menanam sawit, jagung, ubi dan sayuran.

Pengolahan tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur asin.
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Upaya mengintegrasikan narapidana idengan imasyarakat pada Lapas

iTerbuka terlihat dengan iberdekatannya lingkungan ipembinaan dengan

lingkungani masyarakati tanpa iadanya itembok iataui jeruji ipembatas

sebagaimana iLembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah iTahanan. Di Lapas

Terbuka tersebut inarapidana berinteraksi dan berkomunikasi isecara langsung

dengan imasyarakat. Hal ini imenunjukkan iterjadinya isuatu iperubahan idinamis

dalam bidang hukum pidana imenyangkut idengan perlukan terhadap seseorang

yang iimelakukan ikejahatani menuju ibentuk modren idalam sistem hukum pidana

Indonesia.

Tujuan idaripada sistem ipemasyarakatan adalah iuntuk lebih

memanusiakan idan imemasyarakatkan ikembali narapidana, Narapidana ijuga

harus idiperlakukan iselayaknya imanusia iyang ipatut idibimbing dan idiayomi

tanpa melupakan ihak-hak yang idimilikinya. Adapun ihak-hak iyang idimiliki

ioleh iNarapidanai yang merupakan perwujudan dari tujuan sistem

pemasyarakatan iadalah iAsimilasi. Salah satu tempat untuk melaksanakan

asimilasi adalah iLAPAS iTerbuka, di iPekanbaru ipemberian asimilasi ini mulai

mendapatkan iperhatian idengan idibentuknya iLAPAS kelas iIII iTerbuka

iRumbai.

Adapun ikendala yang idihadapi dalami proses ipembinaan iwarga binaan

di LAPAS Terbuka iRumbai ialah:

1. Lembaga Pemasyarakatan iTerbuka itidak ilagi idikelilingi ioleh tembok

dan pagar juga imempengaruhi iberjalannya iproses ipembinaan di idalam

Lembaga iPemasyarakatan Terbuka. Seperti yang terjadi di Lembaga
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Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, dimana berdasarkan hasil

wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu petugas di Lapas

Tersebut mengatakan bahwa, resiko yang dihadapi para petugas di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Rumbai tersebut sangat besar, karena

tidak ada lagi penghalang antara narapidana dan petugas, sehingga

kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat besar

terjadi.

2. Lembaga iPemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai iyang baru

beroperasional isejak Maret 2015 ini juga imasih belum dilengkapi fasilitas

yang memadai seperti ifasilitas ikesehatan

3. Adapun ihambatan yang juga imengganggu iberjalannya kegiatan

pemidanaan dan terpenuhinya ihak warga binaan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan Klas iIII Terbuka iRumbai adalah mengenai anggaran.

Jumlah ianggaran yang disediakan oleh negara bagi Lembaga

Pemasyarakatan iTerbukai sangat iminim, hal itu tentu menyulitkan

petugas dalam menjalankan iproses pembinaannya, seperti ikesulitan untuk

menyediakan fasilitas idan kebutuhan di dalam iLembaga iPemasyarakatan

Klas III Terbuka Rumbai, sehingga iterkadang imenjadi mengganggu

kegiatan di dalam iLembaga Pemasyarakatan iKlas III Terbuka Rumbai

E. Analisis

Lapas Terbuka Berfungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk

mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Asimilasi iadalah

bertujuan iuntuk imempersiapkan inarapidana ikembali ke masyarakat, maka
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dalam rangka imempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan

masyarakat, maka idibentuklah iLAPAS Terbuka. Pasal 38 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan iPemasyarakatan menyebutkan ibahwa LAPAS iTerbuka

merupakan isalah isatu tempat iuntuk imelaksanakan ipembinaan iatau iasimilasi.

Lembaga pemasyarakatan terbuka secara ikhusus melaksanakan

pembinaan ilanjutan terhadap iinarapidana pada itahap iasimilasi yaitu dengan

masa pidanai antara ½ iisampai dengani 2/3 dari masa ipidana yang iharus dijalani

oleh narapidana yang iibersangkutan. iAsimilasi adalah proses pembinaan

iNarapidana yang dilaksanakan idengan membaurkan iNarapidana di dalam

kehidupan masyarakat. Bentuki Asimilasi iyaitu iPendidikan, Latihan

iketerampilan, Kegiatan ikerja social dan iPembinaan lainnyai dilingkungan

imasyarakat.

Lapas Terbuka imemiliki suatu ikeistimewaan sendiri dimana tidak

terdapatnya aturan yang ketat. Keamanan ditekan ihingga batas minimal dengan

penjagaan yang tidak terlalu ketat seperti Lapas ipada iumumnya. Hal ini

ditepakan karena Lapas terbuka diperuntukan bagi inarapidana yang telah

menjalani setengah dari masa pidananya iserta iberkelakuani baiki idengan

ipengawasan idan iproses iseleksi yang iketat idari Lapas iitempati ia menjalani

ihukum ipidana isebelumnya. Hal ini idimaksudkani seiringi dengan tujuani

pendirian iLapas iTerbuka iyaitu imenjadi Lembaga iAsimilasi ibagi iNarapidana

iagar dapat iiberintegrasi dan berbaur iberasimilasi idengan iimasyarakat isebelumi

masa iipidananya iselesai.



70

Upaya imengintegrasikan inarapidana dengan imasyarakat ipada Lapas

Terbuka terlihat idengan berdekatannyai lingkungan pembinaan idengan

lingkungan masyarakati tanpai adanya tembok iatau jeruji ipembatas sebagaimana

iLembaga Pemasyarakatan iataupun Rumahi Tahanan. Di Lapas iTerbuka itersebut

inarapidana berinteraksii dan iberkomunikasi secara ilangsung dengan imasyarakat.

iHal ini menunjukkani terjadinya suatu iperubahan dinamis dalam ibidang ihukum

pidana menyangkuti dengan perlukani terhadap seseorang iyang melakukan

ikejahatan menujui bentuk modren idalami sistem hukumi pidana iIndonesia.

Tujuan idaripada sistem ipemasyarakatan adalah untuk lebih

memanusiakan dan dan imemasyarakatkan ikembali inarapidana, narapidana juga

harus idiperlakukan iselayaknya manusia iyang patut dibimbing idan diayomi

tanpa melupakan ihak-hak iyang idimilikinya. Adapuni hak-hak iyang idimiliki

oleh iNarapidana yang merupakan iperwujudan idari tujuan sistem

pemasyarakatan iadalah Asimilasi. Salah satu tempat untuk melaksanakan

asimilasi mulai mendapatkan iperhatian idengan idibentuknya LAPAS kelas iIII

Terbuka iRumbai.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas sebagai

pembimbing kemasyarakatan memakai landasan sesuai dengan teori Relatif ( teori

tujuan) yaitu tujuan dari pidana ibukani sekedar iuntuk melakukan ipembalasan

atau ipengimbalan ikepadai orang yang telah imelakukan suatu itindak ipidana,

tetapi mempunyai itujuan-tujuan itertentu yang ibermanfaat untuk imewujudkan

ketertibani di dalam imasyarakat. Di dalam teori tujuan terdapat dua bagian yaitu
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1. Prevensi umum (general preventie). Pegawai LAPAS klas III Terbuka

Rumbai sudah melakukan prevensi umum dengan membina dan

membimbing warga binaan pemasyarakatan di LAPAS klas III Terbuka

Rumbai. Upaya LAPAS klas III Terbuka Rumbai dalam memberikan

pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan telah dijalankan sesuai

peraturan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk lebih memanusiakan

dan memasyarakatkan kembali narapidana.

2. Prevensi khusus (speciale preventie). Pegawai LAPAS klas III Terbuka

Rumbai sudah melakukan prevensi khusus dengan memberikan pelatihan

bagi warga binaan pemasyarakatan seperti menanam sawit, jagung, ubi

dan sayuran. Pengolahan tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur

asin.

Dua hal ini yang perlu diterapkan dalam melakukan ipembinaan

terhadap iwarga binaan ipemasyarakatan sehingga pembinaan iyang

dilakukan akan lebih maksimal.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sistem ipemasyarakatan mengakui ipentingnya peran serta masyarakat

dalam proses ipembinaan inarapidana. Pembinaan inarapidana imerupakan bagian

yang tak terpisahkan idalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyaralatan

diselenggarakan idalam irangka membentuk warga binaan ipemasyarakatan agar

menjadi manusia seutuhkan, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

mengulangi tindak ipidana sehingga idapat diterima ikembali ioleh lingkungan

masyarakat, dapat iberperan iaktif idalam ipembangunan dan idapat hidup secara

wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Serta, berfungsi

menyiapkan wargai binaan ipemasyarakatan iagar idapat iberintegrasi isecara isehat

dengan imasyarakat, sehingga idapat berperan ikembali sebagai ianggota

masyarakat iyangi bebas dan ibertanggungjawab.

Tujuan iakhir ipelaksanaan ipembinaan dalam isistem ipemasyarakatan

iadalah untuk imenyiapkan warga Negara yang ibaik dan iberguna serta

memulihkan kesatuan ihubungan iantara imereka idan imasyarakat. Pemulihan

ihubungan ini dilakukan idengan imengikutsertakan masyarakat idalam proses

oembinaan, baik dalam bentuk ikerjasama maupun dengan sikap ibersedia

menerima ikembali Warga Binaan iPemasyarakatani yang telahi selesai menjalani

ipidananya.

72
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Lembaga ipemasyarakatan bukaniitempat iyang semata-mata imemidana

orang, imelainkan juga isebagai tempat imembina atau imendidik iorang-orang

terpidana, i agar isetelah imenjalani ipembinaan imempunyai ikemampuan iuntuk

menyesuaikani dirii dengan ikehidupan di luar iLembaga iPemasyarakatan isebagai

warga inegara iyang ibaik dan taat ipada ihukum yang iberlaku. Pemasyarakatan

sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui 4 cara

yaitu tahap keamanan imaksimal sampai ibatas 1/3 masa pidana iyang isebenarnya,

tahap ikeamanan imenengah sampai ibatas 1/2i masa ipidana yang isebenarnya,

tahap keamanan iminimal isampai batas i2/3 imasa ipidana yang sebenarnya, dan

itahap integrasi idani selesainya 2/3i masa itahanan smpai habisi masa pidana.

Pada tahap ketiga yaitu itahap keamanani minimal isampaii batas i2/3 imasa

pidana yang sebenarnya, didalam itahap ini idiharapkan narapidana isudah

menunjukan ikemajuan ipositif baik mental dan spiritual serta keterampilan

lainnya dan yang ipaling ipenting sudah isiap untuk iberasimilasi idengan

imasyarakat. Untuk mewujudkan harapan pada tahap tersebut, maka narapidana

dapat di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang imemiliki

program-programi pembinaan iketerampilan yang idisiapkan iuntuk warga binaan

ipemasyarakatan.

Lapas iTerbuka Berfungsi sebagai itempat ipelaksanaan iasimilasi iuntuk

mengintegrasikan inarapidana dalam ilingkungan imasyarakat. Asimilasi iadalah

bertujuan iuntuk imempersiapkani narapidana ikembali ke masyarakat, maka

dalami rangka imempersiapkan narapidana kembali iberintegrasi dengan

masyarakat, maka idibentuklah iLAPAS Terbuka. iPasal 38 ayat i (1) Peraturan
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Pemerintah iNomor 32 iTahun 1999 iTentang Syarat dan iTata Cara iPelaksanaan

hak warga binaan iPemasyarakatan menyebutkan bahwa Lapas terbuka

merupakan isalah satui tempat untuk imelaksanakan ipembinaan iataui asimilasi.

Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus imelaksanakan

ipembinaan lanjutan iterhadap inarapidana ipada tahap iasimilasi yaitu dengan

imasa pidana antarai ½ sampai idengan i2/3 dari masa ipidana iyang iharus idijalani

ioleh inarapidana yang ibersangkutan. Asimilasi iadalah proses pembinaan

iNarapidana yang dilaksanakan idengan imembaurkan iNarapidana di dalam

kehidupan imasyarakat. Bentuk iAsimilasi yaitu iPendidikan, Latihan

iketerampilan, Kegiatan kerja social dan iPembinaan lainnya idilingkungan

imasyarakat.

Lapas terbuka memiliki suatu keistimewaan sendiri idimana tidak

terdapatnya iaturan, keamanan iditekan ihingga ibatas iminimal idengan ipenjagaan

yang itidak iterlalu iketat seperti iLapas pada umumnya. Hal Ini iditerapkan karena

Lapas terbuka idiperuntukan ibagi inarapidana yang telah imenjalani isetengah dari

masa ipidananya serta iberkelakukani baik idengan ipengawasan dan iproses

iseleksi yangi ketat idari Lapas itempat ia imenjalani hukum ipidana sebelumnya.

Hali ini dimaksudkan iseiring idengan tujuan ipendirian Lapas Terbuka iyaitu

imenjadi Lembaga iAsimilasi bagi iNarapidana agar idapat berintegrasi dan

iberbaur berasimilasii dengani masyarakat isebelum masa ipidananya iselesai.

Upaya imengintegrasikan inarapidana idengan imasyarakat pada Lapas

Terbuka iterlihat idengan berdekatannya iilingkungan ipembinaan idengan

ilingkungan imasyarakat itanpa iadanya itembok iatau jeruji ipembatas
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isebagaimana iLembaga Pemasyarakatan iataupun iRumah Tahanan. Di Lapas

Terbuka tersebut narapidana berinteraksi idan iberkomunikasi isecara ilangsung

dengan imasyarakat. Hal iini menunjukkan tierjadinya isuatu iperubahan dinamis

idalam ibidang ihukumi pidana menyangkut idengan perlukan terhadap iseseorang

iyang imelakukan ikejahatan menuju ibentuk modren idalam isistem ihukum

ipidana iIndonesia.

Tujuan idaripada sistem ipemasyarakatan adalah untuk lebih

memanusiakani dan imemasyarakatkan kembali narapidana, narapidana ijuga

harus idiperlakukan iselayaknya manusia iyang ipatut idibimbing dan diayomi

tnapa imelupakani hak-hak yang idimilikinya. Adapuni hak yang dimiliki oleh

narapidana imerupakan iperwujudan dari tujuan sistem ipemasyarakatan adalah

iAsimilasi. Salah isatu itempat iuntuk melaksanakan asimilasi adalah Lapas

Terbuka Rumbai imulai mendapatkan perhatian idengan idibentuknya iLAPAS

ikelas III iTerbukai Rumbai.

Adapun ikendala iyang idihadapi idalam iproses ipembinaan warga binaan

di LAPAS iTerbuka iRumbai ialah:

1. Lembaga iPemasyarakatan Terbukai merupakan lapas yang tidak

dikelilingi tembok tinggi seperti lapas pada umumnya. Lapas terbuka

berada di sekitar pemukiman warga sehingga warga binaan

pemasyarakatan dapat berinteraksi dengan warga sekitar dan dapat

berintegrasi dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan besarnya resiko

yang di hadapi oleh petugas lapas yang memungkinkan warga binaan
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pemasyarakatan kabur dan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan anatar

petugas lapas dan warga binaan pemasyarakatan

2. Lembaga iPemasyarakatan Klas III iTerbuka iRumbai iyang baru

beroperasionali sejak iMaret i2015 ini juga masih belum dilengkapi

fasilitas iyang imemadai seperti Fasilitas ikesehatan

3. Hambatan yang juga imengganggu iberjalannya kegiatan pemidanaan dan

terpenuhinya hak warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga

Pemasyarakatan iKelas III iiTerbuka Rumbai adalah mengenai anggaran.

Jumlah ianggaran yang iidisediakan oleh Negara bagi Lembaga

Pemasyarakatan iiTerbuka isangat minim, hal iitu itentu imenyulitkan

petugas idalamiimenjalankan iproses iipembinaannya, seperti iikesulitan

untuk imenyediakan ifasilitas dan ikebutuhan Di dalam iLembaga

Pemasyarakatan iKelas III Terbuka Rumbai, sehinggaiimenjadi

mengganggu iikegiatan dii idalam iLembaga Pemasyarakatan iKelas III

Terbuka iiRumbai.

Sejalan dengan hal iitersebut, dalam menjalankan tugas sebagai

pembimbing kemasyarakatan memakai landasan sesuai dengan teori Relatif ( teori

tujuan) yaitu tujuan dari ipidana ibukan isekedar untuki melakukan pembalasan

atau ipengimbalani kepada orang yang telah melakukani suatu tindak pidana,

namun imempunyai itujuan-tujuan itertentu iyang bermanfaat iuntuk mewujudkan

ketertiban di dalam masyarakat. Di dalam teori tujuan terdapat dua bagian yaitu

1. Prevensi umum (general preventie). Pegawai LAPAS klas III Terbuka

Rumbai sudah melakukan prevensi umum dengan membina dan

membimbing warga binaan pemasyarakatan di LAPAS klas III Terbuka
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Rumbai. Upaya LAPAS klas III Terbuka Rumbai dalam memberikan

pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan telah dijalankan sesuai

peraturan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk lebih memanusiakan

dan memasyarakatkan kembali narapidana.

2. Prevensi khusus (speciale preventie). Pegawai LAPAS klas III Terbuka

Rumbai sudah melakukan prevensi khusus dengan memberikan pelatihan

bagi warga binaan pemasyarakatan seperti menanam sawit, jagung, ubi

dan sayuran. Pengolahan tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur

asin.

Dua hal ini yang perlu diterapkan dalam melakukan ipembinaan terhadap iwarga

binaani pemasyarakatan sehingga pembinaan iyang dilakukan akan lebih

maksimal.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu

sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai

Kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, agar lebih

meningkatkan program-program pembinaan dan fasilitas sehingga

pegawai akan memberikan kinerja yang maksimal dalam melaksanakan

pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka penegakan

hukum, kemandirian, dan pelayanan pemasyarakatan. Kepada Lembaga

Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, agar lebih memberikan
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pelayanan yang terbaik bagi warga binaan pemasyarakatan. Memberikan

layanan yang terbaik demi kepentingan terbaik untuk klien.

2. Kepada masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan senantiasa selalu menjaga kondisi sosial

lingkungan tempat tinggal agar  terciptanya kedamaian dan kesejahteraan

di dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa ikut membantu Balai

pemasyarakatan dalam proses integrasi narapidana untuk dapat kembali

kemasyarakat secara wajar.

3. Kepada Lembaga Penegak Hukum

Lembaga Penegak Hukum dan non penegak hukum senantiasa

meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan memperkecil

angka kriminalitas dalam masyarakat. Serta dapat bekerja sama dalam

pelayanan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum

untuk dapat kembali ke masyarakat dan hidup secara wajar kembali.
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